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SIDANG DIBUKA PUKUL 14.04 WIB

KETUA: SUHARTOYO [00:00]

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 90, 59, 46,
dan 183 untuk PHPU, DPR, DPRD Tahun 2024 untuk Provinsi Jawa Barat
dan Banten dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore atau selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam
sejahtera untuk kita semua. Persidangan siang hari ini untuk Perkara 4
tadi, 4 Nomor, agendanya adalah untuk mendengar keterangan saksi
dan ahli ... dan/atau ahli dan juga pengesahan alat bukti jika masih ada
yang disahkan. Untuk itu Nomor 90 diperkenalkan, Pemohon yang hadir.
Silakan, tidak ada yang hadir?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [01:08]

Hadir, Yang Mulia.
KETUA: SUHARTOYO [01:11]
Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [01:13]

Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.
KETUA: SUHARTOYO [01:14]
Waalaikumsalam.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [01:15]

Yang hadir pada kesempatan ini, saya bersama ... saya Husni
Thamrin dan Ridwan Saragih[sic!] sebagai Kuasa Hukum. Pada
kesempatan ini kami menghadirkan Ahli satu orang, kemudian Saksi tiga
orang, Yang Mulia.



10.

11.

12.

13.

14.

KETUA: SUHARTOYO [01:42]
Baik, 90 ya. Kemudian, 59.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN
[01:44]

Assalamualaikum wr. wb. Kami Dari Kuasa Hukum Perkara 59,
saya Rizal Khoirur Rozigin dan rekan saya, Rudy Adianto. Kami hari ini
mengajukan 5 orang Saksi fakta dan 1 orang saksi Ahli. Terima kasih,
Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [02:06]

Baik, 46.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-
16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA
[02:08]

Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Saya Kuasa
Hukum Dari Perkara 46, nama Bambang Wahyu Ganindra bersama rekan
saya Muallim Bahar. Pada persidangan ini akan membawa 3 orang Saksi
fakta. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [02:28]

Baik, dari 183.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-
16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [02:30]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir saya Andi Syafrani bersama
rekan saya, Dr. Mehbob. Kami membawa 3 orang Saksi, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [02:36]
Baik, dari Termohon, 55, eh sori ... 90.
TERMOHON: ANEU NURSIFAH [02:50]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Aneu Nursifah, saya dari KPU
Provinsi Jawa Barat. Untuk Kuasa Hukum (...)
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KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:00]

Terima kasih, Yang Mulia, assalamualaikum wr. wb.
KETUA: SUHARTOYO[03:02]

Waalaikumsalam.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:05]

Saya Ali Nurdin dari Kantor Hukum Ali Nurdin and Partners. Jika
mengizinkan, Yang Mulia, karena duduk ... kursi kosong, ini berkaitan
DPR RI, kami mohon izin satu orang lagi Kuasa Hukum bisa hadir, atas
nama Asep Andrianto, supaya bisa mendampingi dalam Perkara ini.
KETUA: SUHARTOYO

Dimana sekarang?

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:05]

Ada di ruang sebelah, Yang Mulia. Di ruang tunggu.
KETUA: SUHARTOYO [03:24]

Baik Bapak, Kuasa Hukum Nomor berapa ini?
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:28]

Untuk Perkara 90, DPR RI.

KETUA: SUHARTOYO [03:32]

Silakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:33]

Terima kasih.

KETUA: SUHARTOYO [03:34]

59. Silakan kenalkan.
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KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA [03:37]

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir untuk Perkara 59, dari Kuasa
Termohon, nama Sigit Nurhadi Nugraha.

KETUA: SUHARTOYO[03:45]
Baik, 46.
KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [03:49]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya Imam
Munandar dari Firma Hukum Hicon, Kuasa Hukum Termohon untuk
Perkara Nomor 46.

Mohon izin, Yang Mulia. Pada kesempatan sidang pada siang hari
ini, kami mengajukan 4 Saksi, Yang Mulia. Terima kasih.

KETUA: SUHARTOYO [04:09]

Baik, 183.
KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [04:13]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Stefanus Budiman dari Kantor
Hukum Pieter Ell dan Rekan, menjadi Kuasa Hukum dalam Perkara
Nomor 183. Pada kesempatan ini kami menghadirkan 5 orang Saksi dan
1 Ahli. Kami juga didampingi oleh KPU dari kabupa ... Provinsi Banten.
Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: SUHARTOYO [04:39]

Pihak Terkait dari Partai Golkar, silakan.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU
[04:43]

Terima kasih, Yang Mulia. Pihak Terkait dari Partai Golkar Nomor
90 hadir Muhammad Sattu Pali dan Daniel Tonapa Masiku. Kemudian
kami menghadirkan 1 Ahli dan 5 orang Saksi. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [04:58]

Dari Pihak Terkait 183, PDIP.
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-
16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [05:05]

Baik, Yang Mulia. Kami dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi
Rakyat PDI Perjuangan. Saat ini diwakili oleh saya Roy Jansen Siagian
dan satu lagi teman saya, Aries Surya. Kami akan membawakan 5 Saksi
fakta dan 1 saksi ahli ... dan 1 Ahli, Yang Mulia. Terima kasih.

KETUA: SUHARTOYO [05:22]
Baik, dari Bawaslu silakan.
BAWASLU: HERWYN J. H. MALONDA [05:27]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Bawaslu, saya Herwyn Malonda,
Bawaslu RI. Dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Nuryamah. Kemudian
Bawaslu Kota Bandung, Muhamad Sopian. Bawaslu Kabupaten Bekasi,
Khoirudin. Dari Bawaslu Provinsi Banten dua orang, ketuanya Pak Ali
Faisal dan Ade Wahyu Hidayat. Dari Bawaslu Kota Serang, Masykuridho
dan Isti Pratiwi serta Bawaslu Provinsi Banten. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [06:00]

Baik. Terima kasih. Baik, untuk perkara yang pertama, Nomor 90
Saksi Pemohon, Willihardy Ummaya, maju ke depan. Rizky Mediantoro,
betul ya? Dan Hendi Sutrisno, ya ... Sutrisna. Kemudian Ahlinya,
Yulianto, maju sekalian.

Kemudian Termohonnya, maju juga, Saksinya Kamal Hendraya.
Arif Irman Suntara, Cepi Adi Setiadi, ya? Siapa yang dua ini, tambahan
ini?

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [06:47]

Yang Mulia, dari kami ada tiga PPD dan KPU Kabupaten/Kota, Pak
Cepi, kayaknya dari penyelenggara mungkin tidak perlu menjadi Saksi,
Yang Mulia. Sama dari KPU Provinsi.

KETUA: SUHARTOYO [06:57]

Ya, tapi ini ada tambahan dua nih, Pak?
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KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [06:59]

Ya, ada tambahan dua karena ada pergeseran, Yang Mulia. Untuk
KPU Provinsi ada Ibu Aneu jadi pembagian tugas, ada Pak Ahmad. Dua-
duanya anggota KPU Provinsi.
KETUA: SUHARTOYO [07:09]

Bukan, masalahnya namanya belum disodorkan sebelumnya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [07:12]

Ya, jadi ada.
KETUA: SUHARTOYO [07:12]

Kan satu hari sebelumnya harus diserahkan.
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [07:16]

Pak Ahmad sudah tadi pagi kami sodorkan, Yang Mulia.
KETUA: SUHARTOYO [07:18]

Jadi Perkara ini tidak ada. Ada, ya?
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [07:22]

Ada, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [07:24]

Enggak ada ini, baru lagi, Ahmad Nurhidayat dan Hadianto. Baik
nanti yang sudah lewat kami tidak (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [07:30]

Kalau begitu, kami kembali ke yang awal, Yang Mulia. Untuk Ibu
Aneu.

KETUA: SUHARTOYO [07:33]

Ya.



49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [07:33]
Ada hadir di sini.

KETUA: SUHARTOYO [07:34]
Baik.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [07:34]

Jadi nanti dari Provinsi, Ibu Aneu yang memberikan keterangan,
Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [07:38]
Ibu itu sudah anu ... sebelumnya sudah diserahkan namanya?
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [07:42]
Sudah diserahkan, Yang Mulia.
KETUA: SUHARTOYO [07:43]
Untuk nomor ini?
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [07:45]

Ya, untuk nomor ini. Dari Provinsi. Jadi sama-sama dari Provinsi
Jawa Barat. Karena Ibu Aneu mewakili (...)

KETUA: SUHARTOYO [07:51]

Diputar saja, Pak. Nanti kami tidak pertimbangkan karena kalau
nama baru diajukan hari ini.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [07:58]
Ditukar (...)
KETUA: SUHARTOYO [07:58]
Meskipun kami dengar, kami enggak ... bisa enggak kami

pertimbangkan karena kami samakan Panel lain, nanti sikapnya akan
sama.
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KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [08:04]

Baik. Kami tukar, Yang Mulia. Terima kasih.
KETUA: SUHARTOYO [08:05]

Silakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [08:08]

Untuk Pak Cepi, jadi disumpah atau?

KETUA: SUHARTOYO [08:11]

Pak Cepi masih aktif?

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [08:12]

Masih aktif, sebagai KPU Kota Bandung.

KETUA: SUHARTOYO [08:14]

Masih ya? Oke, Pak Cepi bisa tidak disumpah.

Terus, yang lain bisa, ya? Si Pak Kamal, masih ... anu ... sudah
enggak Ketua PPK lagi, kan? Pak Arif juga? Baik. Ini yang diganti siapa,
Pak? Bapak mau ganti siapa ini? Hadianto dan Ahmad Nurhidayat.
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [08:46]

(Ucapan tidak terdengar jelas) Kiaracondong.

KETUA: SUHARTOYO [08:47]

Arin ... Aneu Nurfisah, Nursifah, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [08:50]

Ya, Pak. Betul.

KETUA: SUHARTOYO [08:53]

Terus, yang Hadianto?
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KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [08:55]

Ini yang hadir sekarang, Yang Mulia.
KETUA: SUHARTOYO [08:57]

Nah itu, enggak kami ... silakan kalau mau Bapak ajukan.
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [09:00]

Kami ajukan ... untuk memberikan penjelasan kepada Yang Mulia.
KETUA: SUHARTOYO [09:03]

Ya, tapi nanti kami bisa tidak pertimbangkan, ya. Karena nama
baru itu.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [09:07]

Baik, Yang Mulia.
KETUA: SUHARTOYO [09:08]

Silakan. Pak Cepi jadi ditukar itu enggak? Pak Ahmad dengan Ibu?
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [09:23]

Karena ini dari KPU Provinsi, dua-duanya enggak disumpah, Yang
Mulia. Tapi dua-duanya hadir. Jadi yang (...)

KETUA: SUHARTOYO [09:28]
Bukan, maksudnya dari (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [09:28]
Semula kami ajukan, Ibu Aneu.

KETUA: SUHARTOYO [09:29]
Yang jadi Saksi?

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [09:31]

Yang jadi Saksi, Ibu Aneu, Yang Mulia.
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KETUA: SUHARTOYO [09:32]
Ya, Silakan. Untuk nomor ini kan?
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [09:34]

Betul. Kan masih menjabat, Yang Mulia. Posisinya di sini, dari KPU
Provinsi.

KETUA: SUHARTOYO [09:39]
Oh, untuk ... baik. Terus berarti yang Pak Ahmadnya?
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [09:43]

Pak Ahmad juga dari KPU Provinsi Jawa Barat. Ada di sini, Yang
Mulia. Masih menjabat.

KETUA: SUHARTOYO [09:48]

Baik.

Oke, kemudian dari Pihak Terkait, Partai Golkar. Cucu Sukmana
mana? Mana Saksinya? Maju, Pak. Dani Nurjaman, Riky, Nabhan
Rizqullah, dan Olih Arpan. Maju semua, Pak. Jadi Pak Ali ini yang ditukar
yang mana jadinya? Masih agak (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [10:19]

Jadi yang pertama untuk (...)

KETUA: SUHARTOYO [10:20]

Kan tadi, Bapak sebelumnya ... Pak Hadianto tidak ada, kan?
Untuk ini.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [10:26]
Ya, betul.
KETUA: SUHARTOYO [10:26]

Udah ditarik.
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KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [10:27]
Betul, ditarik. Ditukar.
KETUA: SUHARTOYO [10:28]
Terus, Ahmad Nurhidayat juga ditarik, kan?
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [10:31]
Ditukar ke Bu Aneu kembali, Yang Mulia.
KETUA: SUHARTOYO [10:32]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [10:32]
Ya, betul.
KETUA: SUHARTOYO [10:33]
Pak Hadianto ditukar?
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [10:35]

Ditukar dengan dari PPD Andir, Yang Mulia. Ya, jadi yang semula
kami ajukan untuk PPK Sukasari (...)

KETUA: SUHARTOYO [10:45]
Sudah diajukan sebelumnya, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [10:46]
Betul, itu yang kami ganti posisinya.

KETUA: SUHARTOYO [10:49]

Geser sini, Pak. Geser semua.
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU
[10:51]

Izin, Yang Mulia.
Ahli Pihak Terkait (...)

KETUA: SUHARTOYO [10:53]

Ya, sebentar.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU
[10:54]

Apakah disumpah?
KETUA: SUHARTOYO [10:55]

Sebentar. Ahlinya Pak Yulianto, yang mana? Oke, terus. Pak Fritz.
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [11:03]

Pak Fritz ada.

KETUA: SUHARTOYO [11:05]

Pak Fritz ada? Sini Pak Fritz. Berdua untuk Ahli. Pak Fritz, oke.
Oke, Pak, Yang Mulia.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [11:29]

Izin, Yang Mulia.

Dari Termohon 90. Bila berkenan kami mohon info apakah dari
Saksi untuk 90 Pemohon ada dari penyelenggara atau tidak? Jika ada
dari penyelenggara, kami keberatan.

Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [11:42]

Ya. Seandainya pun ada, kami catat keberatan Bapak. Tapi ini
sepertinya Saksi semua ini. Nanti yang Pak Fritz, Yang Mulia Pak Daniel,
mohon perkenannya nanti.

Silakan, Prof. Guntur yang agama Islam dulu.
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HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [12:00]

Yang saksi beragama Islam, ya, ini seluruh Saksi, ikuti lafal
sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai
Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari
yang sebenarnya.”

SELURUH SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [12:00]
Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai
Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari
yang sebenarnya.
HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [12:29]
Terima kasih.
KETUA: SUHARTOYO [13:31]
Ahli, Ahli yang, Pak.
HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [12:34]
Satu Ahli, ya. Oke, yang agama Islam.
"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai
Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya ... tidak lain ...
sesuai dengan keahlian saya."
AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [12:34]
Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai
Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan
keahlian saya.
HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [13:02]
Ya, terima kasih.

KETUA: SUHARTOYO [13:04]

Baik, terima kasih untuk yang Kristen, Yang Mulia.



115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

14

HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:08]

Baik, untuk yang Kristen, Pak Fritz Edward Siregar, ikutin lafal
janji yang akan saya tuntun, ya.

“Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang
sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong
saya.”

AHLI BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH: FRITZ EDWARD
SIREGAR [13:17]

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang
sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong
saya.

HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:33]
Baik, terima kasih.
KETUA: SUHARTOYO [13:37]

Baik, silakan kembali ke tempat semula. Untuk Saksinya
Pemohon, ya, silakan. Pak Willihardy Ummaya, apa yang diketahui, Pak?
Saksi mandat tingkat kota, ya.

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [14:14]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa setelah ditetapkan
rekapitulasi hasil penghitungan tingkat kota Bandung pada hari Senin,
tepatnya tanggal 4 Maret 2024, kami mengajukan nota keberatan, serta
tidak menandatangani hasil rekapitulasi Pleno KPU Kota Bandung.

KETUA: SUHARTOYO [14:46]
Bapak saksi mandat partai apa ini? Atau Caleg (...)

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [14:48]

Nasdem.
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KETUA: SUHARTOYO [14:45]
Nasdem, ya?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [14:50]

Nasdem.
KETUA: SUHARTOYO [14:51]
Kota Bandung, ya?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [14:53]

Ya, Kota Bandung, Yang Mulia.
KETUA: SUHARTOYO [14:54]
Kenapa tidak tanda tangan?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [14:56]

Dikarenakan kami menemukan Ilaporan dengan adanya
ketidaksamaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Untuk penghitungan suara ...
DPR RI.

KETUA: SUHARTOYO [15:09]
Di Tingkat? Di tingkat mana ini?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [15:10]

Di tingkat kota.
KETUA: SUHARTOYO [15:12]

Oke. Yang tidak sama suara partai apa?
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SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [15:15]

Berkurangnya suara Partai Nasdem.
KETUA: SUHARTOYO [15:19]
Oke, berapa banyak?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [15:22]

Ada di 460 sekian.
KETUA: SUHARTOYO [15:25]
Dari PPK? (...)

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [15:27]

60 TPS.
KETUA: SUHARTOYO [15:30]
Di satu PPK atau beda PPK itu?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [15:34]

Di berbeda, di berbagai macam di banyak PPK.
KETUA: SUHARTOYO [15:40]
Berapa TPS, Pak?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [15:41]

Di 60 TPS dari 24 kecamatan yang kami cermati.
KETUA: SUHARTOYO [15:48]

Berapa suara tadi?
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SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [15:50]

463 kurang-lebih.
KETUA: SUHARTOYO [15:53]
Apa yang dilakukan ketika itu, selain tidak (...)

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [15:58]

Kami melakukan percematan dan penyesuaian dengan data yang
kami miliki. Kemudian, kami pun mencoba untuk melihat kembali bahwa
bukan hanya pengurangan di 60 TPS, tapi ada juga penambahan dari
salah satu partai.

KETUA: SUHARTOYO [16:15]

Partai apa itu?

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLHARDY UMMAYA [16:16]

Partai Golkar. Di ... hampir di 105 TPS.
KETUA: SUHARTOYO [16:24]
Di 105 TPS?

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLHARDY UMMAYA [16:26]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: SUHARTOYO [16:27]
Dari mana Saudara tahu itu?

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLHARDY UMMAYA [16:29]

Dari hasil pencermatan yang kami lakukan.
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KETUA: SUHARTOYO [16:32]
Dengan cara bagaimana?

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLHARDY UMMAYA [16:34]

D-1 dan C-1 Hasil.
KETUA: SUHARTOYO [16:36]
Di mana dilakukan itu?

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLHARDY UMMAYA [16:39]

Di internal kami, Pak ... Yang Mulia.
KETUA: SUHARTOYO [16:43]

Ya. Apa yang sudah dilakukan? Kan ada temuan menurut Saudara
seperti itu.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLHARDY UMMAYA [16:47]

Setelah kami temukan dan kami meyakinkan ada dugaan
pengurangan dari partai kami dan juga penambahan salah satu partai.
Kami pada hari Jumat, tepatnya tanggal 8 Maret, kami melaporkan hal
tersebut kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

KETUA: SUHARTOYO [17:12]

Ketika penghitungan di tingkat mana itu?

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLHARDY UMMAYA [17:16]

Selesai di tingkat kota.
KETUA: SUHARTOYO [17:18]

Kota itu?
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SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLHARDY UMMAYA [17:18]

Ya.
KETUA: SUHARTOYO [17:19]
Apa respons dari Bawaslu?

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLHARDY UMMAYA [17:23]

Dalam ... Kami diterima pada tanggal 8 Maret. Kemudian pada
saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat provinsi, kami diterima dan
diserahkan kembali kepada Bawaslu Jabar untuk ditindaklanjuti laporan
tersebut, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [17:39]

Sudah ditindaklanjuti?

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLHARDY UMMAYA [17:40]

Sudah.
KETUA: SUHARTOYO [17:42]
Bentuknya apa, Pak?

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLHARDY UMMAYA [17:44]

Penyandingan data.
KETUA: SUHARTOYO [17:48]
Sudah dilakukan?

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLHARDY UMMAYA [17:50]

Sudah dilakukan pada tanggal 11 Maret 2024.
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KETUA: SUHARTOYO [17:53]
Terus apa yang ... masalah yang tersisa apa?

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLHARDY UMMAYA [17:58]

Dari hasil itu dilampirkan sebuah putusan Bawaslu Provinsi Jawa
Barat, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [18:04]
Ya, itu sudah dilakukan?

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLHARDY UMMAYA [18:06]

Sudah.
KETUA: SUHARTOYO [18:06]
Penyandingan data itu sudah?

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLHARDY UMMAYA [18:08]

Sudah, Yang Mulia.
KETUA: SUHARTOYO [18:10]
Terus hasilnya seperti apa, Pak?

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLHARDY UMMAYA [18:11]

Hasilnya ada beberapa hasil yang disampaikan dalam administrasi
cepat. Satu, menyatakan terlapor terbukti melakukan pelanggaran
administratif pemilu.

Yang kedua, memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk
melakukan pencermatan data yang termuat dalam C.Hasil dan D.Hasil
yang ada dalam sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap KPU di
sejumlah TPS vyang belum terkonfirmasi pada saat pemeriksaan
pelanggaran administratif melalui acara cepat yang dilaporkan pelapor.

Yang ketiganya adalah memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat
untuk menindaklanjuti putusan ini paling lambat pada hari rekapitulasi
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hasil penghitungan perolehan suara pemilu pada Tahun 2024 tingkat
Provinsi Jawa Barat berlangsung. Hasil putusan ini tertuang dalam
putusan pemeriksaan cepat dengan Nomor:001/LP.AC-ADM.PL-
BAWASLU-PROVINSI/13.00/111/2024.

KETUA: SUHARTOYO [19:18]
Sudah dilakukan itu? Sudah ditindaklanjuti?

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLHARDY UMMAYA [19:22]

Ditindaklanjuti di provinsi, Ketua.
KETUA: SUHARTOYO [19:24]
Putusan Bawaslu itu sudah di (...)

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLHARDY UMMAYA [19:27]

Tidak dilanjutkan, belum ditindaklanjuti.
KETUA: SUHARTOYO [19:39]
Pak Rizky, apa yang mau dijelaskan?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RIZKY MEDIANTORO [19:46]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia
Hakim Mahkamah Konstitusi, hari ini saya bersaksi dengan penuh rasa
hormat di sini untuk bagaimana menyampaikan kesaksian secara
langsung terkait dengan peristiwa yang dialami, dilihat, dan didengar
berkait dengan proses rekapitulasi suara pemilihan umum anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Jawa Barat 1 di tingkat
nasional atau KPU RI.

KETUA: SUHARTOYO [20:22]

Apa yang ditemukan ketika Bapak, Bapak saksi mandat, ya?



183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

22

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZKY MEDIANTORO [20:27]

Saksi mandat.
KETUA: SUHARTOYO [20:29]
Rekapitulasi tingkat pusat?

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZKY MEDIANTORO [20:31]

Pusat.
KETUA: SUHARTOYO [20:30]
Apa yang Bapak temukan ketika Bapak jadi saksi mandat di sana?

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZKY MEDIANTORO [20:36]

Pada saat rekapitulasi di tingkat nasional, saya pribadi
dimandatkan pada tanggal 19 Maret 2024, di kantor KPU RI, Maijelis.
Nah, di rekapitulasi tersebut, kami pun menyampaikan kembali bahwa
ada tindak lanjut yang belum tuntas, yang seharusnya ditindaklanjuti
oleh KPU Provinsi Jawa Barat di tingkat rekapitulasi provinsi.

KETUA: SUHARTOYO [21:10]
Yang dimaksud dengan rekomendasi tadi itu?

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZKY MEDIANTORO [21:13]

Benar, Pimpinan.
KETUA: SUHARTOYO [21:17]
Terus apa keberatan itu diakomodir oleh?

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZKY MEDIANTORO [21:20]

Sejak dimulainya rekapitulasi, kami menyampaikan beberapa
keberatan, termasuk permohonan terkait koreksi, Pimpinan. Dan pada
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saat itu, kami melakukan proses rekapitulasi hingga pukul setengah 2
pagi, dan saat itu pimpinan KPU RI, Bapak Hasyim Asyari menyampaikan
setelah melakukan skors bahwa ... seperti demikian, Pimpinan.

“Kami memutuskan vyang bisa diakomodir adalah hasil
pencermatan C. Hasil DPR dengan D. Hasil Kecamatan yang terdapat
pada 60 TPS, berdasarkan perhitungan yang ada selisih 463 suara yang
berbasis pada form C. Hasil yang ada di TPS.”

Nah, pada saat itu pun ketua KPU RI melanjutkan pernyataannya,
Pimpinan, yaitu bahwa untuk 60 TPS hasil sandingnya sudah ada angka
tentang ketidaksesuaian hasil di TPS dan di kecamatan. Sedangkan,
untuk 105 TPS tidak bisa disandingkan karena belum ada
pembandingnya, sehingga, tidak terklarifikasi. Yang bisa terklarifikasi kita
akomodir untuk dikoreksi, Pimpinan.

KETUA: SUHARTOYO [22:37]
Itu yang kaitan dengan rekomendasi tadi?

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZKY MEDIANTORO [22:41]

Betul, Pimpinan.
KETUA: SUHARTOYO [22:39]
Hendi Sutresna, apa yang dijelaskan?

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDI SUTRESNA [22:55]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sebetulnya tadi oleh Saksi yang
pertama dengan yang kedua sudah dijelaskan.

KETUA: SUHARTOYO [22:56]
Ya. Ada tambahannya, Pak?

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDI SUTRESNA [23:00]

Saya sebagai saksi di tingkat provinsi pada saat rekapitulasi
perhitungan suara di KPU Jawa Barat. Dan waktu itu saya melanjutkan
atau tindak lanjut dari yang sebelumnya dilayangkan oleh partai kami, di
tingkat kota.
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KETUA: SUHARTOYO [23:21]

Ada yang ditambahkan tidak? Bapak kan mau menegaskan yang
dua saksi sebelumnya sampaikan tadi, kan?

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDI SUTRESNA [23:27]

Betul, Pak, Yang Mulia.
KETUA: SUHARTOYO [23:27]
Ada yang ditambahkan, Bapak?

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDI SUTRESNA [23:28]

Tidak ada, sudah cukup.
KETUA: SUHARTOYO [23:32]

Kami ke saksi dulu, ya, nanti Ahli terakhir saja.
Saksi Termohon Pak Kamal Hendraya ya, mau menjelaskan apa?

SAKSI DARI TERMOHON: KAMAL HENDRAYA [23:42]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya saksi kebetulan juga Ketua
PPK Kecamatan Regol. Apa yang tadi disampaikan dari Pemohon, untuk
di wilayah Regol, kami sudah menyelenggarakan dari mulai tahapan
rekapitulasi dari mulai tanggal 18 sampai tanggal 25 dan dalam
penyelenggaraan rekapitulasi tingkat kecamatan, dihadiri dari seluruh
saksi partai politik juga dari panwascam (...)
KETUA: SUHARTOYO [24:13]

Ada persoalan apa di sana, Pak?
SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD NURHIDAYAT [24:17]

Untuk persoalan tidak ada.

KETUA: SUHARTOYO [24:17]

Tidak ada, vya (...)
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SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD NURHIDAYAT [24:17]
Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [24:18]
Semua tanda tangan?

SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD NURHIDAYAT [24:19]
Semua tanda tangan, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [24:20]
Tidak ada yang keberatan?

SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD NURHIDAYAT [24:21]
Tidak ada yang keberatan, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [24:24]

Arif Firman Suntara, apa, Pak, yang mau dijelaskan, Pak? Pak Arif,
Pak Arif, itu kan kursinya tengah kosong, itu kenapa enggak ke depan
dari tadi? Silakan, Pak.

SAKSI DARI TERMOHON: ARIF FIRMAN SUNTARA [24:50]

Terima kasih, Yang Mulia, Perkenalkan saya Arif Firman Suntara,
dari PPK Kecamatan Kiaracondong. Saya menyampaikan sesuai dengan
Saksi Pemohon yang sampaikan ke Kecamatan Kiaracondong itu ada 7
TPS dari 392 TPS yang ada di Kecamatan Kiaracondong, sehingga yang
7 TPS ini masuk ke dalam gugatan mereka, sehingga kami perlu
klarifikasi bahwa dalam 7 TPS ini dua TPS di kami C.Hasil dengan D.Hasil
itu sesuai, dan 5 TPS yang ada di kami itu telah terjadi koreksi
dikarenakan jumlah perolehan suara sah dan tidak sah dengan data
pemilih yang ada di TPS tersebut itu melebihi, sehingga kami sepakati
sesuai dengan panwascam, para saksi, serta saksi Pemohon, dan juga
saksi terkait, semua mengetujui untuk melaksanakan penghitungan surat
suara ulang untuk 5 TPS tersebut, sehingga terjadi perubahan di
beberapa (...)

KETUA: SUHARTOYO [26:05]

Sudah dilakukan?
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SAKSI DARI TERMOHON: ARIF FIRMAN SUNTARA [26:08]
Sudah dilakukan dan sesuai dengan dan hasilnya itu disepakati.
KETUA: SUHARTOYO [26:12]
Hasilnya ada yang keberatan, Pak?
SAKSI DARI TERMOHON: ARIF FIRMAN SUNTARA [26:14]
Tidak ada.
KETUA: SUHARTOYO [26:16]
Tanda tangan semua?
SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD NURHIDAYAT [26:17]
Kecuali saksi dari Pemohon, dikarenakan atas perintah dari partai.
KETUA: SUHARTOYO [26:23]
Tidak tanda tangan, tapi hadir?
SAKSI DARI TERMOHON: ARIF FIRMAN SUNTARA [26:26]
Hadir, Pak.
KETUA: SUHARTOYO [26:27]
Pak, ini diganti Ibu, ya? Pak Hadianto, diganti siapa, Pak?
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [26:37]

Untuk dari hadir, silakan, Pak kalau Ibu Aneu, untuk KPU Provinsi
Jawa Barat Pak.

KETUA: SUHARTOYO [26:44]
Ganti siapa? Ganti Pak Ahmad? Ganti siapa tadi?
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [26:49]

Namanya Pak Hadianto.
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KETUA: SUHARTOYO [26:51]
Yang diganti siapa?

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [26:53]

Yang diganti Rizal, yang sebelumnya dari PPK Sukasari.

KETUA: SUHARTOYO [26:59]
Sekarang siapa yang didengar?
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [27:01]
Pak Hadianto untuk PPK Kecamatan Andir.
KETUA: SUHARTOYO [27:06]
Silakan, baik.

SAKSI DARI TERMOHON: HADIANTO

27

Baik, Yang Mulia. Izin, nama saya Hadianto, Jabatan Ketua PPK
Andir. Saya menyampaikan selama proses rekapitulasi tingkat kecamatan
saksi Pemohon hadir dan menyetujui, serta menandatangani berita
acara. Setiap proses yang kami laksanakan di Pleno Kecamatan Andir
dari mulai pembacaan C.Hasil di tiap TPS, itu setiap ada koreksi dan
keberatan dari saksi langsung diperbaiki di sirekap dan itu semua sudah
dilaksanakan oleh semua saksi dan dari kami sebagai penyelenggara.

Dari tahap awal sampai dengan tahap akhir penetapan pleno tingkat

kecamatan, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan, dan itu saksi

Pemohon menandatangani berita acara rekapitulasi tingkat kecamatan.

Demikian, Yang Mulia.
KETUA: SUHARTOYO [28:16]
Oke, terus lanjut, Pak Cepi, ya? Pak?
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [28:16]
Betul, Yang Mulia, dari KPU Kota Bandung.
KETUA: SUHARTOYO [28:21]

Silakan, apa yang mau dijelaskan, Pak Cepi ini?
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SAKSI DARI TERMOHON: CEPI ADI SETIADI [28:21]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin menyampaikan tentang
fakta rekap pleno di tingkat kota, itu mekanismenya semua kecamatan
membacakan D.Hasil yang sudah ditetapkan di kecamatan. Setelah
dibacakan, maka kami sebagai pimpinan pleno memberikan kesempatan
kepada semua saksi yang hadir dan panwas yang hadir untuk melakukan
koreksi atau ada kebaratan. Itu semuanya 30 kecamatan diberikan
kesempatan untuk dikoreksi dan diperbaiki. Nah, pada hari terakhir,
tanggal 4 Maret itu, saksi Pemohon memberikan keberatan hanya di 3
TPS. Bukan di 60 TPS, tapi hanya 3 TPS. Itu di TPS 2 Cibangkong, TPS
23 Maleer, TPS 48 Binong, di 1 Kecamatan Batununggal. Itu pun saya
sebagai pimpinan pleno menawarkan, untuk dilakukan sanding data agar
bisa dikoreksi. Tapi saksi Pemohon tidak bersedia, itu pun ditegaskan
oleh Bawaslu Kota Bandung agar semua kekeliruan dikoreksi, diperbaiki
pada saat pleno Kota Bandung, tapi lagi-lagi saksi Pemohon tidak
bersedia, terima kasih.

KETUA: SUHARTOYO [29:44]
Yang terkait dengan rekomendasi itu, Pak?
SAKSI DARI TERMOHON: CEPI ADI SETIADI [29:48]

Itu rekomendasi dari Bawaslu Provinsi ke KPU Provinsi, saat Pleno
Kota Bandung tidak ada.

KETUA: SUHARTOYO [29:55]
Tidak ada, ya?
SAKSI DARI TERMOHON: CEPI ADI SETIADI [29:56]
Enggak ada.
KETUA: SUHARTOYO [29:57]
Terakhir Ibu, ya. Apa yang mau dijelaskan?
TERMOHON: ANEU NURSIFAH [30:06]
Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin menjelaskan bagaimana
rekap di KPU Provinsi. Jadi, saat rekap di KPU Provinsi, saksi dari

Nasdem mengajukan keberatan. Waktu itu diterima oleh KPU Provinsi,
tapi setelah kita dirundingkan, keberatan, dan dilihat isi keberatannya
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adalah penyandingan C.Hasil dan D.Hasil. Sesuai dengan PKPU 5 Tahun
2024, dan Undang-Undang 7/2017, kalau penyandingan di rekap KPU
Provinsi itu hanya bisa sampai satu tingkat di bawahnya, artinya hanya
sampai di D.Kabupaten/Kota. Akhirnya, kami Ketua KPU Provinsi Jawa
Barat, mengembalikan keberatan ke Saksi Nasdem. Setelah itu Saksi
Nasdem membuat laporan ke Bawaslu Jabar, lalu dilakukanlah sidang
pemeriksaan acara cepat oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Setelah itu, dalam rekap yang kita laksanakan, jadi KPU Provinsi
Jawa Barat melaksanakan rekap dari tanggal 6 sampai tanggal 18 Maret.
Waktu itu, kita, KPU Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Provinsi Jawa Barat,
KPU Kota Bandung, Bawaslu Kota Bandung, dan saksi dari Partai Nasdem
bersama-sama melaksanakan pemeriksaan acara cepat. Yang
diperkarakan adalah ada di 60 TPS, untuk 59 Kota Bandung, dan 1 Kota
Cimahi, dan 105 di ... untuk perkara permohonan untuk Partai Golkar,
begitu.

Lalu setelah dilakukan pencermatan apa ... setelah dilaksanakan
sidang acara cepat, waktu itu putusannya tadi sudah dibacakan adalah
kewajiban kami untuk melakukan pencermatan dari C-Hasil ke D-Hasil
melalui Sirekap.

KETUA: SUHARTOYO [32:05]
Sudah dilakukan, Ibu?
TERMOHON: ANEU NURSIFAH [32:05]
Sudah dilakukan, Pak.
KETUA: SUHARTOYO [32:07]
Sampai selesai?
TERMOHON: ANEU NURSIFAH [32:08]
Sampai selesai.
KETUA: SUHARTOYO [32:09]
Sesuai dengan perintah Bawaslu ini?
TERMOHON: ANEU NURSIFAH [32:11]

Ya, dilakukan pencermatan untuk 60 TPS, tepatnya 59 karena
kota Cimahi tidak (...)
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KETUA: SUHARTOYO [32:18]

Sudah dilakukan?

TERMOHON: ANEU NURSIFAH [32:19]

Sudah, Pak.

KETUA: SUHARTOYO [32:20]

Kemudian hasilnya seperti apa?
TERMOHON: ANEU NURSIFAH [32:22]

Hasilnya, karena awal putusan Bawaslu itu, ketika Bawaslu
melaksanakan pemeriksaan arah cara cepat, itu hanya berhasil di 32 TPS
yang sudah dilakukan pencermatan oleh Bawaslu. Dari 32 TPS, itu 26
terdapat penghitungan suara ulang, itu dibuktikan oleh LHP Panwascam,
yang waktu itu dibawa oleh Bawaslu Kota Bandung, dan 6 terbukti salah
hitung, dan ada yang 1 TPS, yaitu Bandung Kulon, itu sudah
terkonfirmasi di LHP Panwascam. Nah, dari 59, yang terkonfirmasi 32,
artinya masih ada sisa 27 yang kemudian kita lakukan pencermatan
setelah Putusan Bawaslu itu. Dari 27 sudah terkonfirmasi, jadi yang
terkonfirmasi itu 21, itu terkonfirmasi oleh D.Kejadian khusus yang
diserahkan oleh KPU Kota Bandung, yang 6 itu belum terkonfirmasi
karena rata-rata kebanyakan tidak ada C.Hasil di sirekap.

KETUA: SUHARTOYO [33:26]

Yang belum terkonfirmasi berapa?
TERMOHON: ANEU NURSIFAH [33:38]

6.

KETUA: SUHARTOYO [33:40]

6 apa?

TERMOHON: ANEU NURSIFAH [33:39]

6 TPS.
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KETUA: SUHARTOYO [33:44]
Sampai sekarang belum?
TERMOHON: ANEU NURSIFAH [33:47]

Sampai sekarang sudah, sepertinya Kota Bandung sudah
melakukan pembukaan kotak.

KETUA: SUHARTOYO [33:51]
Yang 6 TPS itu sudah?
TERMOHON: ANEU NURSIFAH [33:51]
Ya, sudah.
KETUA: SUHARTOYO [33:53]
Sudah?
TERMOHON: ANEU NURSIFAH [33:53]
Sudah.
KETUA: SUHARTOYO [33:55]
Yang katanya tidak ada data pembanding tadi?
TERMOHON: ANEU NURSIFAH [33:56]
Itu pas waktu pencermatan di KPU di Bawaslu.
KETUA: SUHARTOYO [33:59]
Terus sekarang sudah menggunakan data pembanding?
TERMOHON: ANEU NURSIFAH [34:02]
Ya, KPU Kota Bandung setelah ini masuk perkara MK, KPU RI

mengeluarkan surat untuk pembukaan kotak, sepertinya KPU Kota
Bandung sudah melakukan pencermatan.
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KETUA: SUHARTOYO [34:13]

Sepertinya, ini harus pasti Ibu di sini.
TERMOHON: ANEU NURSIFAH [34:15]

Karena yang melakukan pencermatan KPU Kota Bandung, Pak.
KETUA: SUHARTOYO [34:23]

Jadi apa yang masih tersisa dengan rekomendasi Bawaslu itu?
TERMOHON: ANEU NURSIFAH [34:22]

Tidak ada karena rekomendasi Bawaslu di poin 2 itu adalah
memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pencermatan
data yang terbuat dalam C.Hasil dan D.Hasil yang ada dalam sistem
informasi rekapitulasi KPU di sejumlah TPS yang belum terkonfirmasi
pada saat pemeriksaan pelanggaran administrasi melalui acara cepat
yang dilaporkan pelapor. Artinya kita sudah melakukan pencermatan itu
dan surat tindak lanjut pencermatan yang kita lakukan itu tertuang
dalam surat Nomor 214/PL.01.8.

KETUA: SUHARTOYO [35:02]

Bukti berapa itu? Bukti T-nya berapa?

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [35:10]

Untuk bukti T-10 hasil pencermatan, T-24 untuk surat keterangan
dari KPU Kota Bandung. Jadi kami juga menyodorkan surat keterangan
dari KPU Kota Bandung pada bukti T-024 terkait pencermatan dan
penyandingan data C.Hasil dan C.Hasil pascapembukaan kotak suara.

KETUA: SUHARTOYO [35:34]

Jadi sudah tidak ada lagi, ya? yang tersisa Ibu untuk rekomendasi
ini?

TERMOHON: ANEU NURSIFAH [35:38]

Ya. Tidak ada, Pak. Tidak ada kita sudah menindak lanjut.
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KETUA: SUHARTOYO [35:48]

Oke dari (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [35:59]

Sebagai tambahan, Yang Mulia. terkait dengan adanya koreksi
apa ... data dari C.Hasil ke D.Hasil berdasarkan rapat Pleno, kami juga
mengajukan bukti T-007 kumpulan surat keterangan dari PPK, ada PPK
Kecamatan Arcamanik, Lengkong, dan seterusnya sampai dengan 20
PPK yang ada di Kota Bandung yang menceritakan koreksi dari C.Hasil ke
D.Hasil berdasarkan rapat pleno karena ada keberatan atau kesepakatan
bersama termasuk panwascam setempat. Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: SUHARTOYO [36:40]

Jadi kalau melaksanakan rekomendasi yang seperti ini tidak perlu
disaksikan oleh para peserta?

TERMOHON: ANEU NURSIFAH [36:51]

Jadi Pihak Terkait dihadirkan, Pak, saksi dari Partai Nasdem waktu
itu.

KETUA: SUHARTOYO [36:58]

Di mana tanda tangannya atau persetujuannya?
TERMOHON: ANEU NURSIFAH [37:00]

Oh tidak, Pak.
KETUA: SUHARTOYO [37:01]

Tidak.
TERMOHON: ANEU NURSIFAH [37:01]

Karena itu tindak lanjut saja. Karena di (...)
KETUA: SUHARTOYO [37:04]

Terus apa esensi diminta hadir untuk apa, kalau tidak
membubuhkan persetujuan atau hasil?
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TERMOHON: ANEU NURSIFAH [37:12]

Jadi ... apa ... itu kan kewenangan di Bawaslu provinsi, Pak. Jadi
menghadiri untuk melakukan, kan dibuka Sirekap, Pak, prosesnya itu
Sirekap dibuka.

KETUA: SUHARTOYO [37:24]

Ya. Artinya, apa esensinya dihadirkan, kemudian tidak
memberikan persetujuan hasil daripada tindakan pada hari itu ataupun
untuk menyaksikan saja?

TERMOHON: ANEU NURSIFAH [37:40]

Menyaksikan saja.

KETUA: SUHARTOYO [37:41]

Tapi tidak membubuhkan tanda tangan.
TERMOHON: ANEU NURSIFAH [37:43]

Tidak.

KETUA: SUHARTOYO [37:44]

Baik. Kemudian dari Pihak Terkait, Cucu Sukmana.

SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CUCU SUKMANA [37:50]

Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: SUHARTOYO [37:51]
Mau menjelaskan apa, Pak?

SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CUCU SUKMANA [37:52]

Proses rekapitulasi perhitungan suara di Kota Bandung.
KETUA: SUHARTOYO [37:56]

Bapak sebagai apa?
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SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CUCU SUKMANA [37:58]

Saya sebagai Saksi Pleno dari Partai Golkar di Kota Bandung.
KETUA: SUHARTOYO [38:02]
Di tingkat apa, Bapak?

SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CUCU SUKMANA [38:04]

Kota Bandung.
KETUA: SUHARTOYO [38:05]
Kota Bandung. Apa yang mau dijelaskan?

SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CUCU SUKMANA [38:08]

Tentang proses rekapitulasi perhitungan suara di Pleno di partai ...
apa ... di Kota Bandung.

KETUA: SUHARTOYO [38:16]
Apa yang mau dijelaskan?

SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CUCU SUKMANA [38:18]

Baik, Yang Mulia. Kami ... saya sampaikan apa yang kami lihat,
kami dengar, dan kami saksikan dalam proses perhitungan selama lima
hari. Selama hari pertama dan hari keempat proses perhitungan
dilaksanakan di 27 kecamatan. Partai Nasdem tidak ada keberatan dan
laporan dari D.Hasil Kecamatan yang kami terima sebagai Saksi Pleno
Partai Golkar di tingkat kota, semua Dokumen D-1 Kecamatan
ditandatangani oleh Partai Nasdem.

KETUA: SUHARTOYO [38:52]

Waktu di tingkat kota itu, saksinya Pemohon hadir?
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SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CUCU SUKMANA [38:59]

Hadir, kebetulan (...)
KETUA: SUHARTOYO [39:00]
Hadir.

SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CUCU SUKMANA [39:01]

Sebelahan dengan saya sendiri.
KETUA: SUHARTOYO [39:01]
Tidak keberatan juga?

SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CUCU SUKMANA [39:02]

Tidak keberatan.
KETUA: SUHARTOYO [39:03]
Tanda tangan juga?

SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CUCU SUKMANA [39:04]

Tanda tangan dari apa ... Dokumen D.Hasil Kecamatan yang
dibacakan oleh (...)

KETUA: SUHARTOYO [39:10]

Ya, sudah Pak, cukup, Pak.
Saksi Dani Nurjaman.

SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANI NURJAMAN [39:14]

Ya.
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KETUA: SUHARTOYO [39:15]
Apa yang mau dijelaskan, Pak? Bapak Saksi juga?

SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANI NURJAMAN [39:17]

Saksi dari Kecamatan Batununggal, Pak. Dari Partai Golkar.
KETUA: SUHARTOYO [39:26]
Apa yang Bapak saksikan ketika itu?

SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANI NURJAMAN [39:29]

Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
KETUA: SUHARTOYO [39:30]
Di tingkat mana, Pak?

SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANI NURJAMAN [39:31]

Di kecamatan.
KETUA: SUHARTOYO [36:33]
Kecamatan.

SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANI NURJAMAN [39:33]

Kecamatan Batununggal.
KETUA: SUHARTOYO [39:36]
Oke, ya. Yang disaksikan apa ketika (...)

SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANI NURJAMAN [39:38]

Baik, Yang Mulia. Saya izin ... izin bahwa saya memberikan
keterangan kejadian pelaksanaan perhitungan rekapitulasi di Kecamatan
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Batununggal bahwa ada beberapa TPS yang dibuka kotaknya, yaitu
Kelurahan Binong, Kelurahan Gumuruh, dan Kelurahan Maleer, dan
Cipaku (...)

KETUA: SUHARTOYO [40:03]

Ini yang dipersoalkan oleh Pemohon, bukan?

SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANI NURJAMAN [40:05]

Ya.
KETUA: SUHARTOYO [40:06]
Oke, lanjutkan.

SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANI NURJAMAN [40:08]

Sebenarnya permasalahannya itu sama jadi adanya jumlah suara
yang digunakan tidak sama dengan jumlah pengguna hak pilih. Jadi si
pencoblos mencoblos partai dan mencoblos calegnya dihitung dua,
otomatis jumlah suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah
pengguna hak pilih dan juga (...)

KETUA: SUHARTOYO [40:40]
Ya. Itu di kecamatan (...)

SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANI NURJAMAN [40:42]

Kecamatan Batununggal.
KETUA: SUHARTOYO [40:43]

Batununggal, terus apa yang ... proses yang dilakukan di situ,
Pak?

SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANI NURJAMAN [40:47]

Proses yang dilakukan di sini, yaitu akhirnya berembuk semua
antara PPK, PPS, dan Para Saksi untuk membuka kotak suara dan
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hasilnya adalah akhirnya ketahuan bahwa ada pencoblosan partai
dengan caleg dihitung dua.

KETUA: SUHARTOYO [41:11]
Terus akhirnya di?

SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANI NURJAMAN [41:12]

Akhirnya ditetapkan di sirekap hasilnya dan disetujui oleh Para
Saksi dan ditanda tangan.

KETUA: SUHARTOYO [41:23]
Ada Saksinya Pemohon?

SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANI NURJAMAN [41:26]

Ada, kalau untuk di Kecamatan Batununggal, kebetulan Saksi
Pemohon itu tidak hadir.

KETUA: SUHARTOYO [41:32]
Tidak hadir.

SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANI NURJAMAN [41:33]

Bukan tidak hadir, hadir tapi pas pelaksanaan penandatanganan
dia tidak ada.

KETUA: SUHARTOYO [41:37]
Bukan keberatan?

SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANI NURJAMAN [41:39]

Tidak pernah ada keberatan dari Saksi Pemohon, Dari awal
sampai (...)
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KETUA: SUHARTOYO [41:44]
Saksi lain?

SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANI NURJAMAN [41:45]

Kalau saksi lain ada, dari saksi PDI, saksi (...)
KETUA: SUHARTOYO [41:49]
Bukan maksudnya yang keberatan?

SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANI NURJAMAN [41:51]

Oh, enggak ada. Enggak ada yang keberatan.
KETUA: SUHARTOYO [41:53]
Saksi Ricky, apa yang dijelaskan?

SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKY [41:59]

Bismillahiirrahmaaniirrahiim. Baik, Yang Mulia.

Saya mau menjelaskan tentang proses penghitungan surat sua ...
penghitungan untuk Pleno di tingkat Kecamatan Kiaracondong. Jadi saya
sebagai Saksi yang diberikan mandat oleh Partai Golkar, dari tanggal 18
Februari 2024 sampai berlangsung selama 10 hari.

Pertama, memang ada beberapa kejadian khusus di beberapa TPS
di Kecamatan Kiaracondong. Ada tujuh TPS vyang memang
dipermasalahkan oleh Pihak Pemohon. Itu (...)

KETUA: SUHARTOYO [42:41]
Apa yang dipersoalkan, Pak?

SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKY [42:43]

Dari untuk suara ... apa namanya ... suara sah dan tidak sah itu
memang ada perbedaan dengan surat suara yang digunakan.



344.

345.

346.

347.

348.

349.

350.

351.

352.

353.

41

KETUA: SUHARTOYO [42:55]
Akhirnya diselesaikan ataukah waktu itu (...)

SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKY [42:57]

Ya, langsung diselesaikan.
KETUA: SUHARTOYO [42:58]
Selesaikan?

SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKY [42:59]

Ya.
KETUA: SUHARTOYO [43:00]
Pemohon bisa terima?

SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKY [43:02]

Bisa, itu memang kita sudah menyepakati semuanya.
KETUA: SUHARTOYO [43:06]
Oh, termasuk Pemohon, Saksinya?

SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKY [43:08]

Ya, itu dari awal sampai akhir, cuma pas di penandatanganan (...)
KETUA: SUHARTOYO [43:13]
Tapi akhirnya bisa menerima, ya?

SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKY [43:15]

Ya, cuma di akhir memang beliau tidak hadir untuk
menandatangani.
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KETUA: SUHARTOYO [43:22]
Di akhir itu kapan? Di hari terakhir?

SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKY [43:24]

Di hari terakhir.
KETUA: SUHARTOYO [43:25]
Tapi di tengah pernah keberatan?

SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKY [43:27]

Belum ada pernah satu pun, Pak.
KETUA: SUHARTOYO [43:29]

Bukan langsung di tengah, di proses, di tengah ada keberatan
dia?

SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKY [43:33]

Tidak ada, Pak.
KETUA: SUHARTOYO [43:34]
Saksinya Pemohon?

SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKY [43:35]

Ya.
KETUA: SUHARTOYO [43:35]
Tidak?

SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKY [43:36]

Tidak ada.
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KETUA: SUHARTOYO [43:39]
Saksi Nabhan.

SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NABHAN RIZQULLAH [43:42]

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan, saya Nabhan Rizqullah, yang diberikan mandat oleh
Partai Golkar sebagai Saksi Kecamatan Lengkong, Saksi Partai Golkar
Kecamatan Lengkong.

Selama forum, memang terdapat beberapa kejadian, salah
satunya yang mungkin dipermasalahkan oleh Pemohon itu di TPS 32
Turangga. Nah, di situ terdapat laporan dari salah satu, terdapat laporan
daripada saksi TPS, maaf, laporan daripada saksi kecamatan, yang
mendapatkan laporan dari saksi TPS bahwasanya terdapat perbedaan
perhitungan di TPS dan di Kecamatan Lengkong, sehingga disepakati
oleh para saksi partai kemudian PPK (...)

KETUA: SUHARTOYO [44:41]
Di tingkat mana ini?

SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NABHAN RIZQULLAH [44:42]

Di tingkat Kecamatan Lengkong.
KETUA: SUHARTOYO [44:43]
Lengkong.

SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NABHAN RIZQULLAH [44:44]

Ya. Nah, itu atas rekomendasi panwascam juga, kita lakukan
pembukaan kotak suara. Nah, memang setelah pembukaan itu didapati
ada perbedaan cara perhitungan yang tadi seperti pencoblosan partai
dengan caleg itu dihitung dua, seharusnya satu.

KETUA: SUHARTOYO [45:05]

Sudah dilakukan koreksi semua?
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SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NABHAN RIZQULLAH [45:06]

Sudah dilakukan koreksi sehingga disepakati oleh semua pihak
yang hadir dan ditandatangani juga seperti itu.

KETUA: SUHARTOYO [45:15]
Tidak ada yang keberatan?

SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NABHAN RIZQULLAH [45:16]

Tidak ada yang mengajukan keberatan. Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: SUHARTOYO [45:20]
Baik. Dari Olih Arpan.

SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: OLIH ARPAN [45:25]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Olih Arpan Saksi Partai Golkar
yang ditugaskan di Kecamatan Sumur Bandung, pada saat rekapitulasi
perhitungan suara di Kecamatan Sumur Bandung, ada kejadian khusus di
jenis pemilihan DPR Kelurahan Merdeka TPS 25, ada kesalahan tulisan
DPT, setelah itu ada keberatan dari saksi PDI Perjuangan dan PKS
meminta dihitung ulang dan dibuka kotak suara atas permasalahan
tersebut lalu para saksi, Parpol, PPK, dan Panwascam sepakat semuanya
untuk dibuka kotak suara dan dihitung ulang. Setelah dilakukan
perhitungan surat suara ulang langsung dikoreksi atau dibetulkan
kembali oleh Ketua PPK, Panwascam, PPS, dan para saksi dari partai
masing-masing. Setelah selesai semua saksi menyepakati Ketua PPK dan
Panwascam, PPS atau pembetulan sesuai dengan tercantum di D.Hasil
kecamatan. Setelah selesai, sepakat, dan ditandatangani, hasilnya telah
sesuai lagi, jadi sudah enggak ada permasalahan, selesai. Terima kasih,
Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [47:24]

Semua bisa terima?
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SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: OLIH ARPAN [47:25]

Semua bisa terima ditandatangani oleh 14 saksi partai (...)
KETUA: SUHARTOYO [47:31]
Saksi Termohon, ada?

SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: OLIH ARPAN [47:33]

Ada tanda tangan, tanda tangan 14 partai. Terima kasih.
KETUA: SUHARTOYO [47:50]

Baik, dari Bawaslu, Pak, waktu itu bagaimana bisa menjelaskan,
Ibu?

BAWASLU: NURYAMAH [47:50]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Bawaslu, memang pada saat
rekap, dari Partai Nasdem menyampaikan laporan terkait yang tadi
sudah disampaikan dan tentu Bawaslu langsung menindaklanjutinya, dan
keluar putusannya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh saksi
Pemohon, Yang Mulia, jadi saya tidak perlu menyampaikan. Dan
selanjutnya juga KPU pun menyampaikan kembali surat kepada kita
menindaklanjuti atas putusan yang sudah dikeluarkan oleh Bawaslu.
Bahkan kita pun sudah melampirkan untuk bukti-buktinya dari mulai
Bukti LHP kita pada saat melakukan ... apa namanya ... pengawasan
rekap pun pada saat melakukan pengawasan tindaklanjutnya tersebut.

Begitu, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [48:43]

Jadi dari Bawaslu menganggap bahwa rekomendasi itu sudah
dilaksanakan semua?

BAWASLU: NURYAMAH [48:49]

Kami sudah melihat dari apa yang menjadi jawaban KPU dan
memang ada beberapa yang tidak dilakukan seperti tadi yang
disampaikan oleh KPU Provinsi, tetapi sudah dituangkan di ... di kejadian
khusus dan ini juga sudah disampaikan pada saat rekap tingkat nasional.
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KETUA: SUHARTOYO [49:14]

Jadi sudah selesai dengan dimuatnya di bagian ... di ... apa ... di
keberatan khusus itu?

BAWASLU: NURYAMAH [49:23]
Sudah selesai.
KETUA: SUHARTOYO [49:25]

Semua persoalan sudah ... sudah dianggap selesai?
BAWASLU: NURYAMAH [49:27]

Untuk yang lain seperti yang tadi disampaikan oleh ... apa ... KPU
Provinsi memang kami dari provinsi ... dari Bawaslu Provinsi tidak
mendapatkan laporan secara komprehensif, tetapi (...)

KETUA: SUHARTOYO [49:42]
Laporan yang komprehensif dari mana yang Ibu maksud?

BAWASLU: NURYAMAH [49:44]

Soal beberapa hal yang belum selesai yang dituangkan di kejadian
khusus.

KETUA: SUHARTOYO [49:51]

Oh, artinya karena tidak komprehensif kenapa disimpulkan sudah
selesai?

BAWASLU: NURYAMAH [49:57]
Karena kita sudah membawa di tingkat nasional sehingga kami

rasa ini sudah menjadi bagian daripada ... apa ... rekap di tingkat
nasional.

KETUA: SUHARTOYO [50:07]

Artinya, apakah masih tersisa atau tidak itu menjadi pertimbangan
nas ... apa ... rekapitulasi nasional, gitu?
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BAWASLU: NURYAMAH [50:17]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: SUHARTOYO [50:19]

Suratnya yang seperti apa itu Ibu yang diterima dari KPU itu?
BAWASLU: NURYAMAH [50:22]

Mohon izin, Yang Mulia, disini Nomor 214/PL01.08, intinya adalah
tindak lanjut pusu ... putusan pemeriksaan cepat Bawaslu Provinsi Jawa
Barat.

KETUA: SUHARTOYO [50:38]

Kalau yang surat keterangan KPU Kota Bandung? Terkait
pencermatan dan penyandingan data C.Hasil dan D. Dapat enggak dari?

BAWASLU: MUHAMAD SOPIAN [50:54]

Terima kasih, Pimpinan ... eh maaf, Yang Mulia. Untuk rekapitulasi
di Kota Bandung pada saat itu dilakukan di gudang KPU, Yang Mulia. Jadi
pada saat itu kami memang tidak mendapatkan kabar dari Bawaslu Kota
eh ... maaf, KPU Kota Bandung. Kami mendapatkan kabar bahwa ada
rekapitulasi itu saat malam hari.

Begitu, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [51:22]

Yang terkait dengan surat itu tadi, Pak? Surat keterangan ini yang
... bukan yang 214, tapi yang tidak ada nomornya ini, yang melakukan
penyandingan.

BAWASLU: MUHAMAD SOPIAN [50:41]

Mohon maaf, Yang Mulia, kami tidak mendapatkan dari KPU Kota
Bandung.

KETUA: SUHARTOYO [51:43]

Enggak dapat, ya? Dari Pak Yulianto, apa yang mau dijelaskan,
Pak? Silakan, Pak, waktunya 5 menit. Ahlinya Pemohon.
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KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [52:00]

Yang Mulia, izin dari Termohon. Untuk ... kami dari Termohon
boleh menanyakan kepada Saksi Hukum?

KETUA: SUHARTOYO [52:08]
Nanti, nanti kami beri kesempatan.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [52:06]
Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [52:08]
Silakan, Ahli dulu.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULIANTO [52:14]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang saya
hormati dan saya muliakan Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi. Yang
saya hormati Pemohon atau Kuasa Hukumnya, Termohon atau Kuasa
Hukumnya, Pihak Terkait atau Kuasa Hukumnya, dan juga saya hormati
pemberi keterangan yang hadir di sidang pada kesempatan kali ini.

Izinkan saya menyampaikan pendapat saya mengenai persoalan
yang diperselisihkan dalam Perkara Nomor 90 ini, berdasarkan
pengetahuan dan pengalaman saya sebagai Anggota Bawaslu Provinsi
Jawa Barat periode 2018-2023.

Persoalan yang melatar belakangi perselisihan ini, yaitu tadi sudah
sama-sama mendengarkan, menyimak, saya menangkap bahwa ini
berkaitan dengan tindak lanjut oleh KPU Provinsi Jawa Barat dan juga
oleh KPU Republik Indonesia, terhadap putusan Bawaslu Provinsi Jawa
Barat Nomor 01 Tahun 2024.

Bahwa sebagaimana tadi diterangkan, Bawaslu Provinsi Jawa
Barat telah menerima, memeriksa dan memutus laporan dugaan
pelanggaran administrasi yang disampaikan oleh pelapor. Dalam hal ini,
Pemohon, mengenai adanya pengurangan hasil suara yang diperoleh
Pemohon dan yang kedua, penggelembungan hasil suara yang diperoleh
Pihak Terkait dan terhadap laporan dimaksud Bawaslu Provinsi Jawa
Barat telah memutuskan yang tadi pada intinya (...)

KETUA: SUHARTOYO [52:15]

Ya.
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AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULIANTO [52:16]

Menyatakan terlapor terbukti kemudian, memerintahkan KPU
untuk melakukan beberapa hal yang tadi juga sudah disampaikan dalam
batas waktu sampai dengan rekap tingkat provinsi Jawa Barat
berlangsung.

Saya akan menyampaikan beberapa hal, Yang Mulia. Berkaitan
dengan masalah penegakan hukum untuk pelaksanaan pemilu yang
demokratis, kemudian tugas dan wewenang Bawaslu dalam penyelesaian
pelanggaran administrasi pemilu. Lalu (...)

KETUA: SUHARTOYO [54:41]
Singkat-singkat saja, Pak.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULIANTO [52:42]

Baik.
KETUA: SUHARTOYO [54:43]
Silakan, langsung saja.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULIANTO [54:49]

Kewajiban pelaksanaan putusan dan akses keadilan. Terkait
dengan hal tersebut, Yang Mulia, saya kira pada poin pentingnya, untuk
pemilu demokratis setidaknya ada beberapa hal kalau saya mengutip
pendapat Prof. Ramlan itu, yang pertama, berkaitan dengan adanya
kepastian hukum dalam pengaturannya. Kemudian, setiap tahapan ada
proses secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai
asas pemilu di Indonesia. Kemudian, yang ketiga, kaitannya dengan
sistem pengawasan dan yang keempat, berkaitan dengan mekanisme
penyelesaian sengketa dan prosedur atas keputusan yang adil, saya kira
di situ. Dan kepada ... apa ... proses ini, di Undang-Undang 7 Tahun
2017, sudah ada aturan mengenai penyelenggara DKPP, Bawaslu dan
KPU sebagai konsep check and balances, saling kontrol, saya kira itu
yang terpenting. Sehingga, ketika ada kesalahan pada satu institusi bisa
dikontrol dan dibetulkan oleh pihak lainnya atau terjadi penyimpangan
kemudian dipulihkan, ini bagian dari pelaksanaan itu, maka ada
pembagian tugas antara KPU, Bawaslu, dan DKPP. Selanjutnya, sebagai
lembaga negara yang diberi mandat untuk menyelenggarakan pemilu,
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saya kira KPU, Bawaslu, dan DKPP ini terikat dengan hukum, kemudian
juga mesti melaksanakan aturan, semua yang terlibat dalam proses
pemilu untuk menghormati hukum bersikap jujur dan bertindak secara
adil sesuai dengan aturan perundang-undangan. Saya kira itu yang
terpenting.

Kemudian dalam konteks tersebut, ada beberapa hal yang penting
untuk menghormati hukum, baik tertulis, tidak tertulis, dalam bentuk
peraturan, termasuk juga dalam hal ini adalah putusan yang dibuat oleh
lembaga-lembaga yudisial, maupun lembaga kuasi yudisial. Dalam hal
ini, di kepemiluan, ada Bawaslu, ada DKPP, jadi ini putusannya juga
harus dihormati dan dilaksanakan dalam hal tidak menerima atau
menolak atau melakukan perlawanan, ini diperbolehkan melalui
mekanisme yang disediakan, ya ada mekanisme koreksi administratif
atau ke pengadilan tata usaha negara ataupun ke tempat lain yang
memang secara tata cara mekanisme itu disediakan (...)

KETUA: SUHARTOYO [57:29]
Ya, singkatnya, Bapak.

AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: YULIANTO [57:29]

Dalam hal itu tidak dilakukan, Yang Mulia (...)
KETUA: SUHARTOYO [57:32]
Singkatnya, Bapak.

AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: YULIANTO [57:32]

Ya, saya kira dalam hal itu tidak dilakukan, maka dianggap
menerima dan harus patuh, dan dalam konteks perkara ini, yang saya
lihat secara normatif aturan perundang-undangan, Bawaslu sudah
membuat putusan, maka KPU harus menindaklanjuti dan itu tindaklanjut
harus sesuai dengan aturan perundang-undangan, dalam konteks
rekapitulasi ada beberapa yang saya kira (...)

KETUA: SUHARTOYO [57:59]

Ya, sudah cukup, Pak, jadi menurut Ahli, apakah dalam konteks
ini KPU belum menindaklanjuti?
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AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: YULIANTO [58:06]

Saya tidak tahu secara apa, proses kasus per kasus, tapi dalam
pandangan saya, dia harus menindaklanjuti sesuai aturan perundang-
undangan pada ... sesuai dengan aturan itu, harusnya 3 hari sejak
putusan dijatuhkan itu ada normanya di Undang-Undang (...)

KETUA: SUHARTOYO [58:27]
Ya.

AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: YULIANTO [58:27]

Pemilu. Atau yang kedua, pada saat rekap, para saksi maupun
pengawas pemilu punya hak untuk menyampaikan keberatan dan ada
kewajiban bagi KPU di setiap jenjang untuk menindaklanjuti dan
melaksanakan keberatan tersebut (...)

KETUA: SUHARTOYO [58:49]
Cukup?

AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: YULIANTO [58:49]

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.
KETUA: SUHARTOYO [58:51]
Baik, dari Pak Fritz, silakan.

AHLI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRITZ EDWARD SIREGAR

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang saya
hormati Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi. Apa yang saya
sampaikan ini, Yang Mulia merupakan satu kesatuan dengan dokumen
dan presentasi yang sudah saya sampaikan ke Mahkamah Konstitusi.
Saya memiliki 4 pokok pikiran yang pertama adalah:

1. Rekapitulasi hasil penghitungan suara merupakan satu kesatuan
proses.

2. Pengawasan berjenjang pengawas pemilu.

3. Penanganan pelanggaran administrasi dengan acara cepat.
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4.  Putusan Bawaslu Jawa Barat memiliki cacat secara signifikan.

Untuk yang pertama, saya singkat bahwa rekapitulasi hasil
penghitungan suara merupakan satu kesatuan proses. Dari ini saya bisa
sampaikan dari PPT ini bahwa proses penghitungan suara di TPS sampai
dengan rekapitulasi suara secara nasional merupakan satu kesatuan
proses yang tidak dapat dilepaskan, termasuk bilamana ditemukan
adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam
pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta
pemilu, proses rekapitulasi, hasil perolehan penghitungan suara di
tingkat kecamatan diatur melalui Pasal 378 Undang-Undang Pemilu.

Next, apabila kita membaca dokumen yang telah disampaikan
oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan juga oleh Bawaslu, maka
kita bisa melihat bahwa terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di
berbagai kecamatan, kita melihat adanya upaya dari penyelenggara
pemilu atas masukan dari panwaslu, ataupun dari saksi bahwa adanya
sebuah penyelesaian, apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian baik
jumlah ataupun kesalahan penghitungan.

3. Next. Hal yang kedua mau saya sampaikan, Yang Mulia. Bahwa
Bawaslu Provinsi Jawa Barat, ini terkait dengan topik kedua, pengawasan
berjenjang pengawas pemilu. Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam
menerbitkan  putusan pelanggaran administrasi cepat dengan
menegasikan hasil kerja jajaran di bawahnya. Apabila kita membaca
keterangan tertulis yang disampaikan oleh Bawaslu Jawa Barat, dapat
kita temukan, Yang Mulia bahwa berbagai kegiatan dan rekomendasi
serta saran perbaikan sudah dilakukan oleh panwaslu kecamatan, di
berbagai kecamatan di Kota Bandung.

Menurut Ahli, sebagai penyelenggara pemilu untuk Tahun 2017
sampai 2022 akan tampak janggal jika ada selisih suara yang
disampaikan oleh pemberi keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat,
sedangkan di sisi yang lain pihak pengawas pemilu secara berjenjang,
ikut serta mengawal proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang
dihadiri sendiri oleh panwaslu kecamatan, Bawaslu Kota, termasuk
bahkan Bawaslu Provinsi. Next.

KETUA: SUHARTOYO [01:01:44]
Singkatnya, Pak Fritz.

AHLI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRITZ EDWARD SIREGAR
[01:01:46]

Yang berikut, Yang Mulia. Next. Saya bisa melihat, Yang Mulia.
Bahwa, next, ... ya maaf, ya. Ini dia, putusan Bawaslu Provinsi Jawa
Barat memiliki cacat secara formil dan cacat secara materiil. Cacat formil
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yang pertama adalah bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat, tidak
menyarankan kepada pelapor sehingga Ketua dan Anggota KPU Kota
Bandung menjadi Pihak Terlapor atau dalam bahasa saya, Yang Mulia,
laporan yang disampaikan oleh Willihardy Ummaya, seharusnya
dinyatakan tidak dapat diterima atau error in persona. Di dalam proses
pemeriksaan acara cepat yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa
Barat yang seharusnya menjadi terlapor adalah bahwa KPU Provinsi
Jawa Barat, bukan KPU Kota Bandung. Yang berikut, Yang Mulia bahwa
Bawaslu Provinsi Jawa Barat, seharusnya menyatakan pelaporan
tersebut daluwarsa atau sudah melewati tenggat waktu, kenapa, Yang
Mulia? Karena kalau kita mengacu kepada pemeriksaan acara cepat
seharusnya kan yang menjadi objek itu adalah proses rekapitulasi yang
ada di Provinsi Jawa Barat atau yang di KPU Provinsi Jawa Barat, bukan
apa yang terjadi di kecamatan, dan juga bukan ... apa lagi yang ada di
TPS.

Oleh karena itu, terhadap putusan administrasi cepat yang
diputuskan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, seharusnya Bawaslu
Provinsi Jawa Barat tidak memiliki kewenangan untuk menangani
laporan yang diajukan oleh pelapor.

Dan yang terakhir, Yang Mulia, next, putusan Bawaslu Jawa Barat
memiliki cacat materiil secara signifikan. Saya berpendapat kalau kita
membaca putusan daripada Bawaslu Jawa Barat, putusan Jawa Barat
tidak menyebutkan bagaimana, di mana, dan kapan, dan kepada
terhadap siapa pemeriksaan dilakukan. Jikalaupun, pemeriksaan
dilakukan terhadap KPU Kota Bandung, maka putusannya tidak
menjelaskan siapa, dan apa yang bertindak mewakili KPU Kota Bandung.

Yang berikutnya, Yang Mulia, kalau kita membaca putusan yang
disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat tidak
menyebutkan pasal apa yang dilanggar sebenarnya oleh KPU Kota
Bandung, apakah terkait dengan rekap di Kecamatankah? Atau rekap
yang di kabupaten/kotakah? Atau itu rekap yang ada di bawah, yang ada
di KPU Kota?

KETUA: SUHARTOYO [01:03:55]
Cukup, Pak, cukup.

AHLI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRITZ EDWARD SIREGAR
[01:03:53]

Sama yang terakhir, Yang Mulia. Bahwa kalau kita mengacu
kepada acara cepat seharusnya pemeriksaan acara cepat diselesaikan
pada hari yang sama. Sedangkan kalau kita membaca Putusan dari
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Bawasul Provinsi Jawa Barat itu diterima pada tanggal 10, tapi diputus
pada tanggal 11. Demikian, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [01:04:30]
Baik, Terima kasih. Dari Yang Mulia, ada?
HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:04:38]

Baik, Terima kasih. Saya konfirmasi pertama ke Termohon dulu,
ya. Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebelumnya, itu sebetulnya
terungkap, laporan yang diajukan Pemohon itu ada 165 TPS. Kemudian
dari 165 itu yang sudah ditindaklanjuti itu baru 60 TPS. Pertanyaannya,
105 TPS itu sampai sekarang ini apakah ada progress atau digantung
saja? Mungkin itu dijawab dulu dari KPU Jawa Barat. Silakan, Bu.

TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:05:14]

Untuk Putusan Bawaslu itu yang di perkara adalah memang 60
dan 105, tapi di putusan Bawaslu hanya tertuang 60 untuk yang di
perkara pengurangan Partai Nasdem dan dilakukan dari 105 itu hanya 2
yang di-sampling untuk yang 105 TPS, begitu. Jadi hanya 2 yang di-
sampling di 105 TPS, begitu. Untuk yang 105 di proses pencermatan
rekap di app pencermatan di KPU Provinsi yang disaksikan waktu itu
bersama-sama ini banyak TPS yang belum meng-upload C.Hasil. Jadi kita
tidak bisa kemudian apa ... menindaklanjuti yang 105 itu hanya beberapa
TPS yang ada C.Hasilnya, sisanya tidak ada C.Hasil begitu, di Sirekap.

HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:06:16]

Berarti sama sekali 105 ini tidak diapa-apakan Bu, ya?
TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:06:16]

Dilakukan pencermatan, Pak, kita membuka Sirekap, tapi karena
keterbatasan di Sirekap itu C.Hasil tidak semua ada di Sirekap. Jadi
beberapa TPS itu sudah dilakukan pencermatan.

HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:06:37]
Nanti bisa di laporan lengkapnya Bu, ya? Untuk kami nanti kalau

ada. Karena tadi dalam penjelasan itu keterangan saksi juga yang kami
dapat itu baru 60 yang 105 tidak diselesaikan kesannya.
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TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:06:56]

Mohon maaf, Yang Mulia, yang ditindaklanjut putusan itu sudah
dilampirkan juga.

HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:07:00]
Ya betul, kan yang 60 itu kan?

TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:07:04]
Enggak, 105 juga ada ditindaklanjut putusan, ada.

HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:07:06]
105 juga ada?

TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:07:11]
Ada, 105 juga ada.

HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:07:15]
105 juga ada, ya?

TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:07:08]
Ya.

HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:07:11]
Jadi tidak hanya 60, ya?

TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:07:19]
Ya.

HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:07:12]

Oke, nah tadi yang dinyatakan sampel itu dari 105 itu yang mana,
Bu? Ada dua tadi.
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TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:07:28]

Dari 105, dua TPS yang disampling oleh Bawaslu provinsi, itu satu
Andir, Kecamatan Andir, Desa Hegarmanah, TPS 49.

HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:07:44]
Terus yang kedua?
TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:07:44]

Yang kedua Kecamatan Regol, Desa Cigereleng, TPS 24. Itu di
keterangannya.

HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:07:55]

Oke. Bu, dari sampling dua TPS ini, apakah Ibu yakin bahwa itu
bisa mewakili 105 itu.

TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:08:02]

Pak, itu adalah kewenangan Bawaslu Provinsi karena itu ada di

(...)
HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:08:07]
Oh, kewenangan Bawaslu.
TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:08:08]
Ya. Bukan di kita.
HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:08:08]
Jadi kalau tidak ada perintah Bawaslu, tidak bisa.
TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:08:12]
Enggak, Pak. Jadi prosesnya begini, Pak, sidang pemeriksaan
gfssra( 'f:jpat itu yang memimpin bukan kami, tapi Bawaslu Provinsi. Itu

HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:08:20]

Ya, kan sidangnya tanggal 10. Permohonan tanggal 10, ya.
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TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:08:24]
Ya.

HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:08:24]
Diputuskan tanggal 11.

TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:08:27]
11.

HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:08:27]

Yang tadi Ahli Fritz mengatakan bahwa itu pun menyalahi.
Harusnya dilaporkan tanggal 10, diputuskan tanggal 10.

TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:08:34]
Ya.
HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:08:35]

Nah, pada waktu pemeriksaan pendahuluan, pertanyaannya
waktu itu kami ke Bawaslu adalah apa yang menjadi indikator
pemeriksaan cepat ini? Karena dengan jumlah TPS 165 itu merugikan
Termohon maupun juga Pihak Terkait. Nah, saya ke Ahli dulu, Pak Fritz
dulu ya. Tadi soal pengawasan berjenjang, ini kan yang dipersoalkan
Pemohon ini dari 165 TPS, ya. Tadi keterangan dari KPU sudah
menyatakan sudah ada ditindaklanjuti. Nah, kalau penyelesaian
berjenjang itu pada tingkat TPS itu, apakah mungkin bisa bermuara ke
Mahkamah Konstitusi? Ataukah nanti rekomendasi diselesaikan pada
jenjang setingkat di atasnya?

AHLI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRITZ EDWARD SIREGAR
[01:09:32]

Ya, Yang Mulia. Kalau kita mengacu kepada P ... kepada PKPU 5
tahun 2024 bahwa apabila ada satu persoalan, maka persoalan tersebut
misalnya di tingkat kecamatan, maka saksi itu wajib untuk memberikan
keberatan, mengisi lembar ... lembar keberatan ataupun kejadian khusus
di pada saat proses rekapitulasi itu karena itulah sebagai, kalau dalam
bahasa saya, itulah tiketnya untuk sebuah persoalan tersebut diangkat
ke tingkat yang lebih tinggi. Apabila keberatan ataupun kejadian khusus
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tersebut tidak dicatat pada saat proses rekapitulasi, saya berpendapat
Saksi atau dalam hal ini Nasdem sudah menerima bahwa proses
rekapitulasi tersebut dapat menerima hasil daripada proses rekapitulasi
tersebut.

Oleh karena itu, ketiadaan adanya keberatan ataupun kejadian
khusus pada satu tingkat level, pada ... pada satu tingkatan itu tidak
dapat diangkat ke tingkat yang lebih tinggi.

Apalagi, Yang Mulia, di dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa
pengawas pemilu sudah melakukan rekomendasi ataupun meminta KPU
ataupun PPK pada tingkat kecamatan sudah melakukan perbaikan-
perbaikan. Artinya, pengawas pemilu sudah melakukan apa yang
seharusnya pengawas pemilu lakukan pada tingkat kecamatan, sehingga
pada saat ketiadaan adanya kejadian khusus ataupun keberatan pada
tingkat kecamatan, itu menghilangkan hak saksi atau partai untuk
mempersoalkan rekapitulasi di kecamatan tersebut pada tingkat kota.

HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:11:03]

Oke, berarti saya bisa berkesimpulan bahwa menurut Ahli tidak
bisa bermuara di MK, persoalan ini?

AHLI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRITZ EDWARD SIREGAR
[01:11:11]

Kalau pendapat saya tidak bisa, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:11:14]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: SUHARTOYO [01:11:19]

Dari Pemohon untuk (...)
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN
[01:11:21]

Izin, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [01:11:22]

Ada pertanyaan?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN
[01:11:24]

Untuk Saksi Termohon, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [01:11:26]

Satu pertanyaan, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN
[01:11:28]

Izin, Yang Mulia. Ini hanya minta penegasan saja.

KETUA: SUHARTOYO [01:11:33]

Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN
[01:11:33]

Bahwasannya tadi Saksi dari KPU Provinsi menyatakan sudah
melakukan penyandingan. Yang pertanyaan kami adalah pada saat
sudah melakukan penyandingan(...)

KETUA: SUHARTOYO [01:11:43]

Ini Saksi yang mana, Pak?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN
[01:11:44]

Yang dari KPU. Bu Aneu.

KETUA: SUHARTOYO [01:11:47]

Silakan, langsung ... langsung ke pertanyaan, Pak.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN
[01:11:50]

Ya. Pada saat sudah penyandingan, apakah sudah melakukan
koreksi perbaikan angka? Karena fakta di la ... fakta di lapangan
berdasarkan kesaksian-kesaksian itu belum sempat untuk melakukan
koreksi perubahan. Penyandingannya betul, tapi koreksinya belum. Nah
saya minta pernyataan (...)

KETUA: SUHARTOYO [01:12:07]

Ya, sudah ada koreksi belum.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN
[01:12:07]

Dari penegasan.

KETUA: SUHARTOYO [01:12:09]
Silahkan. Saksi Termohon.
TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:12:13]

Ya. Jadi kita sudah menuangkan dalam tindak lanjut, surat tindak
lanjut yang kita serahkan kepada Bawaslu, di situ memang ada beberapa
TPS, contohnya beberapa TPS yang memang (...)

KETUA: SUHARTOYO [01:12:26]

Hasil dari ini, Ibu, yang Bukti T-10 dan ini sudah ditindaklanjuti,
belum?

TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:12:34]
Sudah ditindak lanjuti kan, Pak.
KETUA: SUHARTOYO [01:12:36]

Dalam bentuk apa?
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TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:12:37]

Surat tindak lanjut.
KETUA: SUHARTOYO [01:12:39]

Ya, maksudnya aktualisasi ke angka-angkanya bagaimana?
TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:12:43]

Pencermatan.

Oh, Pak, kita jadi di PKPU 6 ... 2024 ... PKPU 5/2024 bahwa jika
ada keberatan di tingkat rekapitulasi provinsi (...)

KETUA: SUHARTOYO [01:12:52]

Oke, saya paham. Nah, sekarang kalau ditemukan memang ada
yang tidak cocok, apakah tetap didiamkan saja mengikuti PKPU itu?

TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:13:01]
Jadi Pak (...)

KETUA: SUHARTOYO [01:13:02]
Tidak ada tindak lanjut?

TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:13:03]
Ya. Karena untuk beberapa TPS yang sudah terkonfirmasi (...)

KETUA: SUHARTOYO [01:13:07]
Ya.

TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:13:07]
Itu sudah terkonfirmasi (...)

KETUA: SUHARTOYO [01:13:09]

Ya, kalau yang tidak?
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TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:13:10]

Dan tidak ada kejadian khusus. Yang tidak itu 6 TPS, yang tidak
terkonfirmasi, kenapa tidak dilakukan? Karena harus ada pembukaan
kotak.

KETUA: SUHARTOYO [01:13:16]

Itu belum dilakukan?

TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:13:17]

Tidak bisa, Pak. Kita melakukan pembukaan kotak (...)
KETUA: SUHARTOYO [01:13:18]

Oke, artinya ada berapa TPS tadi yang tidak?
TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:13:22]

6 TPS (...)

KETUA: SUHARTOYO [01:13:22]

6 TPS.

TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:13:22]

Yang tidak ada di Sirekap, Pak.

KETUA: SUHARTOYO [01:13:24]

Oke.

TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:13:24]

Jadi, C.Hasilnya tidak ada di Sirekap.
KETUA: SUHARTOYO [01:13:25]

Oke.

TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:13:26]

Ya.
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KETUA: SUHARTOYO [01:13:26]

Terus yang ditanyakan, keseluruhannya atau hanya 5 tadi atau
sisanya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN
[01:13:31]

Keseluruhan, jadi hasil dari 60 TPS yang sudah disandingkan, itu
belum dimasukkan ke data koreksi D.

KETUA: SUHARTOYO [01:13:39]

Ya.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN
[01:13:40]

Nah, itu yang saya minta itu.

KETUA: SUHARTOYO [01:13:41]

Itu Ibu, tapi Ibu kan bersandar pada ketentuan pasal tadi itu,
kan?

TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:13:46]
Ya.

KETUA: SUHARTOYO [01:13:46]
Jadi, memang tidak perlu ada tindak lanjut.

TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:13:48]
Ya.

KETUA: SUHARTOYO [01:13:48]

Karena memang ketentuannya kalau dilakukan ... apa
pencocokan kemudian klop (...)
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TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:13:54]
Ya.
KETUA: SUHARTOYO [01:13:54]
Ya sudah, kan?
TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:13:56]
Ya.
KETUA: SUHARTOYO [01:13:56]
Tidak perlu kemudian ada koreksi-koreksi.
TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:13:58]

Ya, karena kalaupun misalkan ada yang dianggap tidak cocok,
Pak, itu butuh untuk pembukaan kotak dan itu tidak bisa kita lakukan.

KETUA: SUHARTOYO [01:14:07]
Tidak bisa dilakukan.

TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:14:07]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN
[01:14:07]

Yang Mulia, pernyataan saya hanyalah ini ada di jawaban
Termohon juga dan keterangan Saksi, bahwasannya Saksi tadi
menyatakan sudah disandingkan dan betul bahwasannya ada
ketidakcocokan.

Pertanyaan kami, pada saat ibaratnya sudah disandingkan, angka
kami sudah ibaratnya harusnya bertambah 463. Apakah itu sudah
dilakukan koreksi menjadi jumlah? Itu pertanyaannya.

KETUA: SUHARTOYO [01:14:34]

Ya sudah, sudah.
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TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:14:36]
Harus dijawab, Pak?

KETUA: SUHARTOYO [01:14:38]
Ya.

TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:14:38]
Ya, jadi (...)

KETUA: SUHARTOYO [01:14:39]
Sudah ada koreksi, belum?

TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:14:40]
Tidak, untuk 400 (...)

KETUA: SUHARTOYO [01:14:41]
Ya sudah (...)

TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:14:42]
Tidak ada, Pak.

KETUA: SUHARTOYO [01:14:42]
Tidak, tidak ... oke.

TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:14:43]
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Karena kan sudah ada proses D.Kejadian Khusus yang

menarangkan bahwa itu adalah ada proses penghitungan ulang.

KETUA: SUHARTOYO [01:14:49]

Ya, artinya tidak perlu itu ditindaklanjuti dengan koreksi.

TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:14:53]

Ya.
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KETUA: SUHARTOYO [01:14:54]
Oke, kemudian dari Termohon ada pertanyaan? Pak Ali tadi?
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:15:00]

Ada, Yang Mulia.
Pertama, untuk Saksi Pemohon, yang pertama.

KETUA: SUHARTOYO [01:15:05]
Satu pertanyaan saja.
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:15:07]

Ya.

Untuk Saksi Pemohon berkaitan dengan laporan, laporan yang
ditujukan ke Bawaslu, itu kan diajukan setelah proses rapat pleno tingkat
kecamatan selesai, begitu, ya.

Nah, pertanyaan pertama adalah dari mana sumber data yang
digunakan? Karena C.Hasil yang dipakai itu berbeda dengan yang ada
dimiliki oleh KPU dan kenapa dari Saksi Pemohon, pelapor pada waktu
itu, tidak menanyakan atau membawa saksi partai di tingkat kecamatan
yang mengikuti proses rekapitulasi berjenjang, yang mengetahui proses
perubahan dari C.Hasil ke D.Hasil?

Itu untuk Saksi Pemohon, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [01:15:46]
Ya, pertanyaan Bapak apa tadi?
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:15:48]
Pertanyaannya kenapa Saksi Pemohon tidak diajukan di dalam
proses pemeriksaan di Bawaslu?
Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: SUHARTOYO [01:15:57]
Baik. Ini yang ditujukan ke saksi siapa yang ditanya?

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:16:00]

Saksi Pemohon yang pertama, Yang Mulia. Karena beliau pelapor
juga karena di dalam putusan Bawaslu itu tidak (...)
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KETUA: SUHARTOYO [01:16:05]
Bisa dijelaskan itu, Pak Willihardy.

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [01:16:08]

Baik, Yang Mulia. Sebenarnya pada saat itu kami menjadi saksi
dan juga Pemohon langsung pada saat sidang cepat.

KETUA: SUHARTOYO [01:16:17]

Ya. Maksudnya pertanyaan tadi, kan kenapa tidak diajukan
sebagai saksi di Bawaslu.

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [01:16:25]

Saya jadi saksi ... jadi saksi.
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:16:29]

Pertanyaan saya, kenapa saksi yang ada di tingkat kecamatan,
saksi pemohon tingkat waktu rekap kecamatan berlangsung mereka kan
yang paham persis tentang perubahannya (...)

KETUA: SUHARTOYO [01:16:39]
Yang tahu kejadiannya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:16:42]

Yang tahu persis kejadiannya karena kalau hanya C.Hasil dan
D.Hasil pasti berbeda, apa yang tahu perbedaan itu kan mereka yang
ikut rapat pleno di tingkat kecamatan. Nah, kenapa Saksi Pemohon di
tingkat rekap kecamatan itu tidak ada di dalam laporan Bawaslu yang
diperiksa sebagai sumber data? Karena kalau semata-mata hanya C.Hasil
dan D.Hasil pasti membingungkan, begitu.

KETUA: SUHARTOYO [01:17:01]

Ya. Kenapa tidak diajukan, Bapak? Itu saja pertanyaannya.
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SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [01:17:04]

Baik, Yang Mulia. Jadi begini, pada saat kami mendapatkan
laporan itu kami pun sangat kaget juga karena pada saat penghitungan
itu, panel itu ditambah-tambah, ada yang dari satu panel jadi 2 dan 3.
Sedangkan kami terkonsentrasi itu di awal itu hanya struktur partai
kamilah yang menguasai untuk rekapitulasi (...)

KETUA: SUHARTOYO [01:17:29]

Ya. Sudah ...pert... jawabannya itu Pak Ali, cukup?
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:17:32]

Untuk Ahli, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [01:17:35]

Satu pertanyaan silakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:17:36]

Satu pertanyaan buat Ahli. Ahli, tadi menyatakan terbukti ada
penggelembungan, setahu saya dalam putusan Bawaslu itu saya baca
tidak ada bicara angka, yang terbukti itu bukan masalah angka berapa-
berapanya (...)

KETUA: SUHARTOYO [01:17:46]

Ya. Pertanyaannya (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:17:48]

Dari mana Ahli bisa menyatakan terbukti ada penggelembungan
tadi?

AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: YULIANTO [01:17:56]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya tidak mengatakan pada kasus ini terjadi seperti apa, saya
hanya membacakan apa yang diputuskan oleh Bawaslu. Kemudian yang
disampaikan dalam perkara ini bahwa perkara ini berkaitan dengan 2 hal.
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Satu, terkait dengan pengurangan suara Pemohon. Yang kedua,
penggelembungan suara Pihak Terkait. Demikian permohonannya.

KETUA: SUHARTOYO [01:18:22]

Ya. Cukup, ya.
Dari Pihak Terkait ada pertanyaan?

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:18:24]
Yang Mulia, boleh ke Bawaslu?

KETUA: SUHARTOYO [01:18:26]
Cukup.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:18:27]

Untuk Ahli satu lagi dari Pihak Terkait, satu saja pertanyaan
belum? Ahli dari Pihak Terkait, Yang Mulia. Satu pertanyaan saja.

KETUA: SUHARTOYO [01:18:36]
Silakan
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:18:36]

Baik. Untuk Ahli Pihak Terkait, pertanyaannya adalah apakah
wajar pemeriksaan oleh Bawaslu Provinsi berkait dengan perbedaan data
C.Hasil dan D.Hasil, tapi dalam pemeriksaannya tidak memeriksa
Panwascam yang ada di TPS Yang dipersoalkan oleh pelapor (...)

KETUA: SUHARTOYO [01:18:58]
Singkat saja jawabnya, Pak.
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:19:00]

Ya. Apakah menjadi keharusan untuk mencari tahu dari mana
perubahan data itu dengan mengundang atau memanggil organ yang
ada di ... apa ... panwascam sendiri yang bagian dari Bawaslu dan
apakah bisa dinyatakan melanggar kalau Bawaslu yang organnya hadir di
kecamatan itu menyatakan tidak ada pelanggaran atau apapun, begitu.
Kan mereka hadir, tapi tiba-tiba belakangan dinyatakan melanggar.
Padahal pada waktu rapat pleno di tingkat kecamatan, panwascam yang
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hadir ikut perubahan, ikut menyetujui dan menerima proses dan hasil.
Terima kasih, Yang Mulia.

AHLI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRITZ EDWARD SIREGAR
[01:19:35]

Yang Mulia. Sebagaimana saya yakin Ketua dan anggota
Mahkamah Konstitusi, juga ketahui ada 2 jenis penanganan pelanggaran
administrasi. Pelanggaran administrasi biasa atau pun pelanggaran
administrasi secara cepat. Kenapa cepat? Karena itu berkaitan dengan
tata cara, mekanisme, dan prosedur pada saat proses rekap. Di situlah
dibutuhkan tindakan cepat dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu
kabupaten/kota atau pun Bawaslu RI pada saat proses rekapitulasi yang
sedang terjadi. Pada saat ini, pada saat kasus yang kita baca, ini ada
terkait dengan sengketa ataupun bawas ... ataupun pelanggaran
administrasi cepat di tingkat Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Seandainya
kalau Bawaslu Provinsi Jawa Barat mau lebih luas, mau mendengarkan
berbagai pihak, harusnya juga mengundang panwas kecamatan. Tetapi
itu dalam koridor pelanggaran administrasi dengan acara biasa, tidak
dengan acara cepat.

Demikian, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [01:20:29]

Baik.
Dari Pihak Terkait, satu pertanyaan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU
[01:20:31]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin kami mau bertanya kepada saksi fakta yang pertama, Pak
Willihardy. Di bukti kami, pada Bukti PT-7, ada video rapat pleno tingkat
Kota Bandung. Dalam Bukti PT-7, jelas di situ bahwa seluruh Kota
Bandung menyampaikan kepada Pak Willihardy agar menyampaikan
keberatan secara terbuka pada saat itu juga, tetapi ditolak. Apakah betul
Saudara keberatan menyampaikan keberatan secara resmi? Pak
Willihardy?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [01:21:05]

Ya.
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KETUA: SUHARTOYO [01:21:06]
Silakan, Pak, dijawab.

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [01:21:08]

Kami waktu itu keberatan.
KETUA: SUHARTOYO [01:21:13]
Keberatan, ya? Cukup, ya? (...)

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [01:21:14]

Ya.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU
[01:21:15]

Keberatan secara tertulis?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [01:21:17]

Kita layangkan secara tertulis.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU
[01:21:18]

Me ... mengisi Form Kejadian Khusus?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [01:21:21]

Mengisi.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU
[01:21:23]

Di formulir yang diberikan KPU?
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SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [01:21:25]

Ya.
KETUA: SUHARTOYO [01:21:27]

Cukup vya, Pak.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU
[01:21:29]

Terima kasih.
KETUA: SUHARTOYO [01:21:29]

Baik.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU
[01:21:30]

Kemudian kepada Ahli. Apakah (...)
KETUA: SUHARTOYO [01:21:31]

Ahli, ahli siapa ini?
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU
[01:21:33]

Ahli Pemohon.
KETUA: SUHARTOYO [01:21:34]

Bukan ... bukan ahli Saudara sendiri?
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU
[01:21:36]

Ya, bukan, bukan. Ahli Pemohon.
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KETUA: SUHARTOYO [01:21:38]
Silakan, satu pertanyaan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU
[01:21:40]

Ahli Pemohon dalam kaitan dengan prinsip kepastian hukum
dalam pemilu. Tadi saksi fakta sudah menjelaskan bahwa pada pleno di
tingkat kecamatan, kami tidak mendengar ada saksi dari Partai Nasdem
yang mengajukan keberatan.

Nah, bagaimana pendapat Ahli terkait dengan prinsip kepastian
hukum jika masalah di TPS atau masalah di kecamatan harus diajukan
pada tingkat pleno provinsi? Hemat kami, ketika saksi tidak mengajukan
keberatan (...)

KETUA: SUHARTOYO [01:22:14]
Bapak, pertanyaannya apa? Jangan pendapat Bapak.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU
[01:22:16]

Ya. Pendapat Ahli mengenai prinsip kepastian hukum.
KETUA: SUHARTOYO [01:22:21]
Ya, pertanyaan apa?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU
[01:22:22]

Ya. Pertanyaan kami itu pandangan Ahli. Karena dari prosesnya
secara berjenjang, tidak ada keberatan dari saksi. Tidak ada juga
temuan dari panwas, dari pengawas lapangan, tetapi tiba-tiba dilakukan
laporan di tingkat Bawaslu. Nah, ini bagaimana Ahli memandang
persoalan ini? Kaitannya dengan kepastian hukum.

Terima kasih.

KETUA: SUHARTOYO [01:22:43]

Silakan, Ahli singkat-singkat.
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AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: YULIANTO [01:22:45]

Ya, terima kasih. Saya kira tiga esensi soal kepastian hukum,
keadilan, dan kemanfaatan ini merupakan hal yang kadang tidak bisa
berjalan sekaligus. Ada kemungkinan memang apa yang disampaikan
tadi dalam kerangka bahwa itu berjalan normal ketika itu semua berjalan
sesuai dengan aturan perundang-undangan, ada proses yang koreksi
yang juga bekerja, pengawasan yang efektif, maksimal. Maka perkara
tidak akan sampai ke Mahkamah Konstitusi, kira-kira begitu.

KETUA: SUHARTOYO [01:23:17]

Ya, baik. Cukup.
Ibu yang (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [01:23:19]

Izin, Yang Mulia.
KETUA: SUHARTOYO [01:23:20]
Dari siapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [01:23:20]

Dari Pemohon ke Ahli Terkait.
KETUA: SUHARTOYO [01:23:24]

Sudah cukup, Pak, sudah cukup.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN
[01:23:25]

1zin, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [01:23:27]

Ya. Tadi giliran (...)
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN
[01:23:28]

Teman-teman tadi sudah bisa menanyakan ahli, kami belum.
KETUA: SUHARTOYO [01:23:30]

Ya, tapi Bapak-bapak tadi ketika gilirannya enggak bertanya.
Enggak sekaligus minta untuk mengajukan ke Ahli.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN
[01:23:37]

Karena Yang Mulia bilang satu makanya kami nurut, Yang Mulia.
KETUA: SUHARTOYO [01:23:39]

Satu pertanyaan tapi untuk yang setiap yang Bapak tuju. Tapi
tidak minta untuk pihak yang lain yang ingin ditanya. Mau tanya apa

sekarang untuk Ahli? Silahkan, satu pertanyaan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [01:23:49]

Ahli.
Izin, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [01:23:49]
Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [01:23:51]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: SUHARTOYO [01:23:53]

Jangan putar-putar bolak-balik, nanti enggak selesai-selesai
sidang.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [01:23:55]

Ya, terima kasih.
KETUA: SUHARTOYO [01:23:55]
Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [01:23:56]

Berkaitan dengan asas kepastian hukum. Ini sudah ada putusan
Bawaslu, kemudian sudah disandingkan oleh KPU, hasilnya sudah ada,
tapi hasil tersebut tidak dituangkan dalam D.Hasil Provinsi maupun
D.Hasil Nasional.

KETUA: SUHARTOYO [01:24:11]
Ya. Mirip pertanyaannya dengan KPU tadi, kan itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [01:24:15]

Ya, mohon penjelasan Ahli.
KETUA: SUHARTOYO [01:24:13]
Ya. Baik, Silakan, Ahli.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [01:24:13]

Terkait hal tersebut. Terima kasih, Yang Mulia.

AHLI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRITZ EDWARD SIREGAR
[01:24:23]

Yang Mulia, saya rasa kepastian hukum itu muncul apabila pada
saat sejak proses di rekapitulasi, saksi telah memberikan ataupun
menandatangani adanya dokumen kejadian khusus ataupun keberatan.
Di situ lah munculnya kepastian hukum dan apabila ada persoalan yang
tidak selesai, itu diangkat ke tingkat yang ke atasnya, yaitu pada saat
proses di rekapitulasi di KPU Kota Bandung. Demikian, Yang Mulia.
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KETUA: SUHARTOYO [01:24:47]

Baik. Ibu dari Bawaslu, ya? Yang tadi kan ada 5 atau 6 TPS yang
tidak bisa klop karena harus membuka kotak itu. Itu juga sempat tahu
Bawaslu dari hasil laporannya?

BAWASLU: NURYAMAH [01:25:04]

Kami memang untuk persoalan itu, untuk di pembukaan kotak
yang lebih tahunya itu ... apa namanya ... di KPU Kota Bandung nya.

KETUA: SUHARTOYO [01:25:15]

Bukan, tadi kan Ibu persoalannya sudah mengatakan bahwa itu
sudah selesai semua.

BAWASLU: NURYAMAH [01:25:18]
Sudah selesai semua memang.
KETUA: SUHARTOYO [01:25:18]

Ya, termasuk yang masih seharusnya dikonfirmasi melalui kotak,
pembukaan kotak itu pun (...)

BAWASLU: NURYAMAH [01:25:25]
Sudah selesai.
KETUA: SUHARTOYO [01:25:26]
Lho, katanya enggak bisa karena belum bisa dibuka kotak itu.
BAWASLU: NURYAMAH [01:25:33]
Sudah selesai, Yang Mulia.
KETUA: SUHARTOYO [01:25:35]
Kemudian kalau tidak ada tindak lanjut sebagaimana yang

ditanyakan Pihak Pemohon, dalam bentuk koreksi karena memang itu
amanat daripada regulasinya seperti itu, memang sudah seperti itu?
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BAWASLU: NURYAMAH [01:25:53]

Betul, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [01:25:54]

Betul. Jadi, kalau kemudian ada temuan, ada keberatan, pihak itu
kemudian mengajukan keberatan ke Bawaslu, Bawaslu kemudian
merekomendasikan sesuatu termasuk tadi itu, seperti rekomendasi yang
hari ini dipersoalkan di persidangan, kemudian hanya cukup melakukan
pencermatan atau penyandingan dan lain sebagainya, tidak perlu
kemudian ada tindak lanjut.

BAWASLU: NURYAMAH [01:26:19]

Karena tindak lanjutnya sudah dilakukan oleh KPU, Yang Mulia.
KETUA: SUHARTOYO [01:26:18]

Apa tindak lanjutnya? setelah dilakukan pencermatan itu?
BAWASLU: NURYAMAH [01:26:27]

Mereka sudah menyampaikan laporannya tadi, dalam (...)

KETUA: SUHARTOYO [01:26:28]
Semua hasilnya klop, Ibu?
BAWASLU: NURYAMAH [01:26:34]
Sudah. Sudah semuanya.

KETUA: SUHARTOYO [01:26:35]

Klop semua?

BAWASLU: NURYAMAH [01:26:36]

Sudah, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [01:26:37]

Betul, ya? Nanti kami akan cek semua, Iho.
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BAWASLU: NURYAMAH [01:26:38]
Mangga, Yang Mulia. Siap.
KETUA: SUHARTOYO [01:26:48]

Jangan Ibu, kan ... apa ... pengawas ketika itu kan, seharusnya
Ibu netral dan ... apa ... bisa memberi keterangan apa adanya.

BAWASLU: NURYAMAH [01:26:53]

Siap, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [01:26:57]

Baik. Untuk perkara ini, untuk bukti Termohon yang diajukan ada
tambahan T-17 sampai dengan T-024. Kemudian untuk Pihak Terkait
Golkar, Buktinya PT-01 sampai dengan PT-72. Kemudian 76, PT-91
sampai dengan PT-225. Betul, ya, Termohon?

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:27:24]

Betul, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [01:27:22]

Dari Pihak Terkait, betul?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU
[01:27:26]

Yang Mulia, kami ada bukti tambahan mulai dari PT-226 sampai
PT-229.

KETUA: SUHARTOYO [01:27:32]

Belum sampai ke sini, belum diserahkan?
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU
[01:27:34]

Sudah kami serahkan, ada aktanya, Yang Mulia.
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KETUA: SUHARTOYO [01:27:37]

Kapan?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU
[01:27:38]

Tanggal 14 Mei.

KETUA: SUHARTOYO [01:27:46]

Yang 226 ke atas. Ini yang sudah diverifikasi 225, 91 sampai 225.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU
[01:27:53]

Ini kami ada akta tanda terima bukti PT-226 sampai PT-229, Yang
Mulia, 14 Mei.

KETUA: SUHARTOYO [01:28:10]

Nanti kami cek dulu, tapi yang ada kami sahkan dulu, ya Pak, ya.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU
[01:28:14]

Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [01:28:15]

Untuk Termhon dan untuk Pihak Terkait sampai bukti PT-225.

KETUK PALU 1X

Baik untuk Perkara 90, sudah cukup, baik pihak-pihaknya
termasuk saksi-saksinya, terima kasih.
Kemudian agenda persiangan selanjutnya tinggal menunggu
pemberitahuan dari Mahkamah, apakah akan segera dipanggil untuk di
. anu ... tentunya menunggu secara bersama-sama, setelah sidang
pembuktian ini selesai untuk semua nomor, ya. Tunggu saja pada waktu
yang nanti akan diberitahukan oleh Kepaniteraan. Silakan bisa
meninggalkan tempat untuk perkara 90.
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KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:29:01]
Terima kasih, Yang Mulia, izin kami pamit.
KETUA: SUHARTOYO [01:29:12]

Yang ... Pak yang Pihak Terkait 226 sudah ada, Pak? Sudah di
verifikasi?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU
[01:29:18]

Baik.
KETUA: SUHARTOYO [01:29:18]

Sampai 229, ya, Pak, ya?
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU
[01:29:19]

Betul, betul. Terima kasih.

KETUA: SUHARTOYO [01:29:20]

Kami ... kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Silakan.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU
[01:29:25]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
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KETUA: SUHARTOYO [01:29:25]

Baik.

Yang di belakang, bisa maju dan langsung kami panggil saja
untuk saksi selanjutnya Perkara 59. Saksi dari pemohon Erwin Maradona,
pemain dari Argentina ini, Rahmat Zeri Dusti, Riyan Ramadani maju, ya
Pak, maju, Ir. Iden, Nur Yusuf, kemudian Termohonnya Ihsan Nuur
Hidayatulloh, Rahmat Zeri Dusti. Ini sudah jadi Termohon, Saksi
Termohon?

SAKSI TERMOHON: RAHMAT ZERI DUSTI [01:30:25]
Ya, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.
KETUA: SUHARTOYO [01:29:26]

Mantapkan hatinya, mau kemana? Mau Saksinya Pemohon atau
Termohon?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN
[01:30:34]

Mohon izin, Yang Mulia, kami Kuasa Hukum Pemohon Perkara 59.
Untuk Saudara Erwin Maradona dan Saudara Rahmat Zeri Dusti sudah
membuat surat pernyataan bahwa Beliau menyatakan menjadi saksi dari
Pemohon, Yang Mulia.

KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA
[01:30:50]

Izin, Yang Mulia. Terhadap kehadiran itu, kami menyatakan
secara tegas keberatan.

KETUA: SUHARTOYO [01:30:53]

Keberatan, ya. Tapi, Bapak tarik ini, kalau enggak bagaimana,
mau dibelah badannya?

KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA
[01:31:03]

Baik, Yang Mulia. Kami tidak menghadirkan Erwin Maradona
Harahap dan Ridwan[sic!] Zeri Dusti.
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Selanjutnya, Yang Mulia, izin. Terhadap saksi yang diajukan
Pemohon, yaitu Riyan Ramadani dan Nur Yusuf, sekarang status yang
bersangkutan itu adalah PPS aktif. Riyan Ramadani itu ada di PPS
Jatiwangi, sudah dilantik kemarin. Terus (...)

KETUA: SUHARTOYO [01:31:34]
Ya, tapi untuk kegiatan yang berikutnya kan?

KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA
[01:31:36]

Ya.
KETUA: SUHARTOYO [01:31:37]
Yang sudah, kan sudah selesai.

KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA
[01:31:39]

Ya.
KETUA: SUHARTOYO [01:31:39]
Ya, sudah Bapak diam saja!

KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA
[01:31:40]

Oleh karena itu, apabila yang bersangkutan diperiksa sebagai
saksi dalam perkara ini, kami secara tegas menyatakan keberatan, Yang
Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [01:31:52]

Yang mana ini?

KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA
[01:31:54]

Terhadap Riyan Ramadani dan Nur Yusuf.
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KETUA: SUHARTOYO [01:31:59]

Nur Yusuf, oke.

Jadi, untuk ... anu ya ... PPS yang akan datang ya, terpilih lagi.
Kemudian kalau yang Ir. Iden, tidak? Oke. Jadi ... terus Termohon siapa
saja, Pak, saksinya, Pak?

KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA
[01:32:25]

Izin. Jadi, dari 5 saksi yang kita ajukan itu, Yang Mulia, yang hadir
adalah Bongsu Syahputra.

KETUA: SUHARTOYO [01:32:36]
Terus?

KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA
[01:32:34]

Terus, kemudian kami menghadirkan nanti sebagai keterangan
dari KPU Kabupaten Bekasi, ada Pak Khoiruddin, Komisioner KPU Bekasi.

KETUA: SUHARTOYO [01:32:49]
Pak Ihsan Nuur (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA
[01:32:50]

Kami tidak memasukkan.
KETUA: SUHARTOYO [01:32:53]
Ihsan Nuur Hidayatulloh?

KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA
[01:32:54]

Tidak hadir juga, Yang Mulia.
KETUA: SUHARTOYO [01:32:58]

Jadi, cuma 2 yang hadir, Bongsu Syahputra dan Febby H.
Ririhena?
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KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA
[01:33:04]

Tidak hadir juga. Jadi kalau dari yang pertama, kami itu hanya
ada satu yang hadir, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [01:33:09]
Siapa?

KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA
[01:33:11]

Bongsu Syahputra.
KETUA: SUHARTOYO [01:33:10]

Oh, terus? Mau ganti yang mana Bapak? Enggak, boleh ganti-
ganti.

KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA
[01:33:15]

Ya, hanya saja nanti apabila diperlukan, kami juga hadir kepada
persidangan ini, ada Komisioner KPU Bekasi apabila diperlukan
keterangan.

KETUA: SUHARTOYO [01:33:27]

Oh, bila diperlukan.
Oke, jadi (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN
[01:33:32]

Mohon izin, Yang Mulia. Kami dari Pihak Pemohon menolak secara
tegas saksi yang diajukan oleh Termohon, yaitu Saudara Bongsu
Syahputra karena Saudara Bongsu Syahputra telah diberhentikan dengan
tidak hormat berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 24
Tahun 2024, sebagai tindak lanjut dari Putusan Bawaslu Kabupaten
Bekasi (...)
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KETUA: SUHARTOYO [01:33:45]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN
[01:33:46]

Nomor  7/LP/ADM.PL/BWSLKabupaten/13.12/111/2024, Yang
Mulia. Mohon dipertimbangkan, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [01:34:01]
Ya, tapi kan (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN
[01:34:02]

Mohon dipertimbangkan, Yang Mulia.
KETUA: SUHARTOYO [01:34:04]
Ya, kami catat.

KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA
[01:34:07]

1zin, Yang Mulia. Pemberhentian itu terhadap semuanya, termasuk
kepada Erwin dan ... apa ... Rahmat juga, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [01:34:12]

Kami catat, tapi kan pemberhentian seperti itu tidak
menghilangkan hak sebagai warga negara untuk bersaksi, ya. Nah, soal
nanti kualitas kesaksiannya kan Hakim yang akan mempertimbangkan.

Kemudian, Ahlinya Pak Dr. Jamin Ginting. Sudah hadir?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN
[01:34:33]

Hadir, Yang Mulia.
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KETUA: SUHARTOYO [01:34:40]

Silakan.

Terima kasih, Pak. Ini sudah approved, ya? Oke, terima kasih.

Prof. Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H., Magister Kenotariatan. Untuk
saksi yang kebetulan Agamanya Islam, saya pandu untuk pengucapan
sumpahnya nanti. Prof. Jamin Ginting dipandu Yang Mulia Bapak Daniel.

KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA
[01:35:16]

Izin, Yang Mulia, Pak Bongsu masih di belakang.
KETUA: SUHARTOYO [01:35:20]

Oh, ya. Kok tidak muncul dari tadi, apa setengah hati atau
bagaimana? Pak Bongsu, Islam, kan? Saksi, kan? Gabung, Pak. Saya
pandu sumpahnya, ikuti saya, ya, yang Muslim. Diangkat ... anu ... al-
Qurannya. Ikuti!

“Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai
saksi akan memberi keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang
sebenarnya.”

SELURUH SAKSI BERSUMPAH: [01:35:35]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai
saksi akan memberi keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang
sebenarnya.

KETUA: SUHARTOYO [01:35:48]
Silakan, Yang Mulia, untuk Prof. Jamin Ginting.
HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:35:51]

Baik, terima kasih. Untuk ahli, Prof. Dr. Jamin Ginting, ikuti lafal
sumpah yang akan saya tuntun, ya.

“Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang
sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong
saya”.
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AHLI BERAGAMA KRISTEN [01:36:22]

Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang
sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong
saya.

HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:36:28]

Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia, Pak
Ketua.

KETUA: SUHARTOYO [01:36:28]

Baik, terima kasih Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat.
Pak Erwin, ya. Apa yang mau diceritakan? Ketika itu anggota PPK
di mana, Pak?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAP [01:37:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya di Cikarang Barat.
KETUA: SUHARTOYO [01:37:16]
Cikarang Barat. Apa yang mau dijelaskan dengan perkara ini?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAP [01:37:26]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Izinkan saya
menerangkan kesakian saya bahwa rapat pleno terbuka tingkat
Kecamatan Cikarang Barat dilaksanakan dari tanggal 20 Februari sampai
6 Maret 2024 di Aula Pendopo Desa Danau Indah. Pada rapat pleno
terbuka, terjadi kericuhan dari saksi partai politik yang meminta agar
dilakukan pencermatan dan pemeriksaan sebelum Form D.Haslil
Kecamatan ditetapkan.

KETUA: SUHARTOYO [01:37:56]
Dari partai apa, Pak, yang keberatan?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAP [01:38:01]

Maksudnya, Yang Mulia?
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KETUA: SUHARTOYO [01:38:02]
Yang keberatan dari siapa?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAP [01:38:04]

Yang keberatan dari saksi partai.
KETUA: SUHARTOYO [01:38:07]
Ya, partai apa?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAP [01:38:09]

Saksi partai dari Gerindra.
KETUA: SUHARTOYO [01:38:12]
Gerindra?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAP [01:38:13]

Gerindra, Yang Mulia.
KETUA: SUHARTOYO [01:38:14]
Betul? Siapa nhamanya?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAP [01:38:18]

Partai Gerindra, waktu itu Andi.
KETUA: SUHARTOYO [01:38:21]
Andi? Bapak waktu itu melihat tidak kejadiannya?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAP [01:38:29]

Saya kebetulan di panel yang satu lagi, Yang Mulia.
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KETUA: SUHARTOYO [01:38:35]
Panel yang satu? Terus yang keberatan di panel satunya lagi?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAP [01:38:40]

Ya.
KETUA: SUHARTOYO [01:38:41]
Berarti tidak lihat kejadiannya?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAP [01:38:43]

Tidak lihat kejadiannya. Cuma ya, ada kericuhan kan berdekatan
itu.

KETUA: SUHARTOYO [01:38:48]
Ya. Apa keberatannya, Pak?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAP [01:38:50]

Ya, dia meminta data hasil rekap.
KETUA: SUHARTOYO [01:38:55]
Hasil rekap berarti keberatan itu setelah (...)

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAP [01:38:55]

Pleno ... Pleno sebelumnya.
KETUA: SUHARTOYO [01:38:59]
Pleno sebelumnya di mana?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAP [01:38:59]

He eh. Di Pleno itu juga, dari hasil yang kemarin.
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KETUA: SUHARTOYO [01:39:06]
Memang berapa kali Pleno sih, Pak?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAP [01:39:12]

Pleno kan dari tanggal 20.
KETUA: SUHARTOYO [01:39:10]
Tiap hari itu Pleno?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAP [01:39:14]

Ya.
KETUA: SUHARTOYO [01:39:15]
Dia minta Pleno yang hari apa?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAP [01:39:17]

Dari pertama awal itu enggak dikasih data.
KETUA: SUHARTOYO [01:39:20]
Keberatan itu?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAP [01:39:21]

Ya.
KETUA: SUHARTOYO [01:39:22]
Dituangkan dalam bentuk apa keberatan itu?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAP [01:39:25]

Dituangkan dalam bentuk, ada ini apa tadi?
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KETUA: SUHARTOYO [01:39:30]

Apakah hanya protes atau ada masuk dalam form atau secara
formal secara resmi?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAP [01:39:41]

Protes, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [01:39:43]
Protes.

KETUA: SUHARTOYO [01:39:44]

Dituangkan dalam bentuk tulisan tidak, formal? Bapak tidak tahu,
ya? Rahmat Zeri, apa yang diketahui tentang Perkara ini?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:40:06]

Ya. Ya, terima kasih, Yang Mulia. Izinkan Saksi menerangkan
kesaksian di bawah ini. Assalamualaikum wr.wb.

Yang pertama, Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kecamatan Cikarang
Barat dilaksanakan dari tanggal 20 Februari sampai dengan tanggal 6
Maret 2024 (...)
KETUA: SUHARTOYO [01:40:27]

Ya.

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:40:28]

Di Aula Desa Danau Indah.
KETUA: SUHARTOYO [01:40:29]

Ini kejadian yang se ... yang ... yang Saudara saksikan ada apa?
Ketika (...)
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SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:40:35]

Jadi kejadian pas pleno itu terjadi kericuhan, Pak.
KETUA: SUHARTOYO [01:40:42]
Kericuhan?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:40:42]

He em.
KETUA: SUHARTOYO [01:40:43]
Sama yang diceritakan Erwin tadi?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:40:45]

Betul. Jadi (...)
KETUA: SUHARTOYO [01:40:46]
Bentuknya apa kericuhan itu, Pak?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:40:48]

Awal dari kericuhan itu berawal dari saksi partai untuk meminta
sanding data.

KETUA: SUHARTOYO [01:40:57]
Saksi siapa?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:40:59]

He em. Nah, yang saya maksud di sini Saksi dari Partai PKS, Pak.
KETUA: SUHARTOYO [01:41:03]

Bukan Gerindra?
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SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:41:05]

He em, dari PKS. ini (...)
KETUA: SUHARTOYO [01:41:06]
Siapa namanya?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:41:08]

Saksi PKS itu atas nama Siswoto.
KETUA: SUHARTOYO [01:41:14]
Kalau si Pak Erwin tadi Partai Gerindra, ya?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:41:20]

He em.
KETUA: SUHARTOYO [01:41:21]
Jangan he em, gitu. Ya, gitu.

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:41:23]

Ya, gitu.
KETUA: SUHARTOYO [01:41:24]
Terus, bagaimana lanjutannya?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:41:26]

Nah, lanjutannya dari pihak saksi tersebut meminta belum
mendapatkan hasil perhitungan suara per desa.

KETUA: SUHARTOYO [01:41:36]

Maksudnya ketika perhitungan sebelumnya?
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SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:41:37]

He em. Ya, dan kedua, Form D.Hasil tidak dilampirkan hasil pleno
per desa.

KETUA: SUHARTOYO [01:41:44]
Baik.

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:41:45]

He em.
KETUA: SUHARTOYO [01:41:46]

Ketika kericuhan itu, kemudian apa yang diputuskan oleh pihak
KPU?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:41:53]

Nah, untuk kericuhan, jadi (...)
KETUA: SUHARTOYO [01:41:55]
Atau PPK?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:41:58]

Di situ ada penengahnya itu panwascam.
KETUA: SUHARTOYO [01:42:00]
Panwascam.

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:42:01]

Ya, Yang Mulia.
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KETUA: SUHARTOYO [01:42:02]
Ditengahi seperti apa, Pak?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:42:03]

He em.
KETUA: SUHARTOYO [01:42:04]
Ditengahi seperti apa?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:42:05]

Nah, di tengah panwascam, panwascam sudah menuangkan,
menerbitkan untuk melakukan sanding data.

KETUA: SUHARTOYO [01:42:15]
Sanding data?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:42:17]

Ya, pencermatan.
KETUA: SUHARTOYO [01:42:19]
Sudah dilakukan?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:42:20]

Nah ... belum, belum dilakukan, Pak. He em, tapi sudah
mengeluarkan surat, tapi pelaksanaan sanding data itu belum terealisasi.

KETUA: SUHARTOYO [01:42:34]

Jadi ada perintah dari panwascam untuk sanding data?
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SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:42:37]

He em.
KETUA: SUHARTOYO [01:42:38]
Tapi belum ada tindak lanjutnya?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:42:40]

Belum ada, Pak. He em.
KETUA: SUHARTOYO [01:42:42]

Bukti berapa itu? Pemohon mengajukan bukti enggak ini? Tentang
ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN
[01:42:50]

Mengajukan, Yang Mulia.
KETUA: SUHARTOYO [01:42:51]

P berapa? Itu untuk sanding data berapa TPS, Pak?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN
[01:43:00]

Untuk sanding data dari 317 TPS, Yang Mulia.
KETUA: SUHARTOYO [01:43:03]

Bukan. Yang ditanya Saksi.

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:43:05]

Yang sanding data yang saya tahu itu semuanya, Pak.
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KETUA: SUHARTOYO [01:43:09]
Semuanya?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:43:09]

Ya, semua per desa, jadi (...)
KETUA: SUHARTOYO [01:43:11]
Berapa TPS itu?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:43:12]

543 TPS.
KETUA: SUHARTOYO [01:43:19]
Sudah dilakukan?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:43:20]

Belum, Pak. Belum, belum, Yang Mulia.
KETUA: SUHARTOYO [01:43:21]

Memang bentuk ... bentuk rekomendasinya panwas, apa? Ada ...
ada rekomendasinya?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:43:30]

Ada, Yang Mulia. Ini.
KETUA: SUHARTOYO [01:43:30]

P berapa, Pak? Pak Kuasa Hukum.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN
[01:43:37]

Mohon izin untuk yang kita jadikan bukti di sini dari mulai D.Hasil
dari P-4 (...)
KETUA: SUHARTOYO [01:43:43]

Bukan, yang berkaitan dengan sanding data itu, lho.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN
[01:43:47]

Itu dari P-5 sampai dengan (...)
KETUA: SUHARTOYO [01:43:55]

Itu kan harusnya tidak banyak-banyak.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN
[01:43:56]

323, Yang Mulia.
KETUA: SUHARTOYO [01:43:58]

P-5 sampai 3237
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN
[01:44:00]

Ya, untuk C.Hasil semua itu, Yang Mulia.
KETUA: SUHARTOYO [01:44:01]

Oh, bukan. Perintah untuk sanding data itu lho Pak, dituangkan

dalam bentuk apa oleh panwascam itu? Itu yang ... Pak Rahmat itu
pegang apa?
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SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:44:12]

Suratnya, Pak.
KETUA: SUHARTOYO [01:44:13]
Surat dari Panwascam itu?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:44:14]

Dari Panwascam. Terkait diarahkan agar PPK itu mengadakan
sanding data.

KETUA: SUHARTOYO [01:44:19]
Yang 500 TPS itu? Semua desa itu?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:44:21]

500 TPS itu, semua desa. Agar tidak terjadi (...)
KETUA: SUHARTOYO [01:44:25]

Mana Pemohon di T berapa, itu? Yang dipegang Bapak itu
dijadikan alat bukti tidak? Itu belum dilakukan, Pak?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:44:39]

Belum. Belum dilakukan, Yang Mulia.
KETUA: SUHARTOYO [01:44:42]
Pak Riyan apa yang disampaikan?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [01:44:46]

Izin, Yang Mulia.

Saya ingin menyampaikan, telah terjadinya pergeseran suara
Gerindra atau perpindahan pergeseran suara Gerindra sebanyak 70 suara
pada Desa Jatiwangi. 70 suara itu dari 16 TPS, yaitu TPS 1, 2, 3, 4, dan
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5 7,9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19. Akumulasi pergeseran
suara itu atau perpindahan suara itu, suara Partai Gerindra dan suara
Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, pemilih Bekasi 2, Partai Gerindra
di Desa Jatiwangi. Jadi (...)
KETUA: SUHARTOYO [01:45:28]

Berapa akumulasi suaranya?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/20249: RIYAN RAMADANI [01:45:30]

70 untuk (...)
KETUA: SUHARTOYO [01:45:31]
70.

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [01:45:31]

Desa Jatiwangi.
KETUA: SUHARTOYO [01:45:33]
Dari berapa TPS tadi?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [01:45:35]

16.
KETUA: SUHARTOYO [01:45:36]
16. 16 TPS?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [01:45:37]

Ya.
KETUA: SUHARTOYO [01:45:38]

70 suara?
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SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [01:45:39]

Ya.
KETUA: SUHARTOYO [01:45:42]
Suara Gerindra ke?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [01:45:43]

Jadi suara partai ke suara calon.
KETUA: SUHARTOYO [01:45:46]
Sama-sama Gerindra?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [01:45:48]

Ya.
KETUA: SUHARTOYO [01:45:49]
Oke. Apa lagi?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [01:45:51]

Sudah, cukup, yang saya sampaikan.
KETUA: SUHARTOYO [01:45:53]
Terus waktu itu ada temuan itu di mana ketahuan ini?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [01:45:57]

Saya waktu itu kan pas pleno memang ada rame juga tuh,
kerusuhan (...)

KETUA: SUHARTOYO [01:46:05]

Ya.
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SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [01:46:56]

Antara saksi partai, cuma saya enggak tahu apa yang terjadi.
Akhirnya setelah pleno, saya diberikan hasil Sirekap oleh PPK untuk
cross-check. Setiap TPS di cross-check ada perbedaan atau tidak dan
saya cross-check dengan C.Salinan dan D.Hasil itu ada perbedaan dari
Sirekap.

KETUA: SUHARTOYO [01:46:30]

Ini saksinya siapa ketika itu? Saksi yang 70 suara Gerindra ter ...
apa ... ada persoalan dari caleg ke partai itu. Ada mempersoalkan?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [01:46:41]

Waktu itu kerusuhannya itu pas yang tadi dibilang Bang Rahmat,
untuk cross-check data semua desa. Tapi enggak dikasih, akhirnya
rusuh. Nah, ternyata (...)

KETUA: SUHARTOYO [01:46:54]

Ini yang Desa Jatiwangi ini bagian dari PPK Cikarang Barat?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [01:46:59]

Saya PPS-nya.
KETUA: SUHARTOYO [01:47:00]

Ya, maksudnya PPS Desa Jatiwangi ini termasuk di Cikarang
Barat?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [01:47:06]

Ya.
KETUA: SUHARTOYO [01:47:07]

Oke. Ini termasuk yang kemudian menjadi pemicu minta supaya
.. apa ... hasil pleno sebelumnya diminta itu?
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SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [01:47:21]

Sanding data, pencocokan.
KETUA: SUHARTOYO [01:47:22]

Kemudian setelah dilaporkan ke panwas, supaya diperintahkan
sanding data itu?
SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [01:47:27]

Ya.
KETUA: SUHARTOYO [01:47:30]

Sudah dilakukan belum, sanding data itu?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [01:47:32]

Belum.
KETUA: SUHARTOYO [01:47:34]
Ir. Iden tidak ada, ya?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [01:47:38]

Ada.
KETUA: SUHARTOYO [01:47:39]
Iden, silakan.

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IDEN [01:47:42]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Wr.wb.

Kami atas nama PPS Kelurahan Telaga Asih ingin menyampaikan
bahwa telah terjadi pergeseran dan/atau perpindahan perolehan suara
Partai Gerindra dan suara calon anggota DPR Kebupaten Bekasi Daerah
Pemilihan Bekasi Dapil 2, Partai Gerindra Nomor Urut 4 atas nama Ella
Tri Rahmawati dengan total perse ... pergeseran dan/atau perpindahan
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suara sebanyak 395 surat suara dari 37 TPS di Kelurahan Telaga Asih

(...)
KETUA: SUHARTOYO [01:48:26]
Ini dari partai ke ... ke caleg atau ini beda lagi?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IDEN [01:48:30]

Dari ... dari ... dari partai juga dari caleg juga, jumlah total 300

(...)
KETUA: SUHARTOYO [01:48:37]
395.

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IDEN [01:48:37]

395 dari (...)
KETUA: SUHARTOYO [01:48:39]
Ini di Desa Telaga Asih.

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IDEN [01:48:41]

Ya, Kelurahan Telaga Asih dari 37 TPS (...)
KETUA: SUHARTOYO [01:48:46]
TPS.

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IDEN [01:48:41]

Kelurahan Telaga Asih, yaitu TPS 2, TPS 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 50, 54, 55, 61.

Berdasarkan persandingan Formulir C.Hasil Salinan PPS dengan
data Sirekab PPK Cikarang Barat dan bersanding rekap manual PPS
dengan D.Hasil Kecamatan. Akumulasi pergeseran dan/atau perpindahan
perolehan suara tersebut dengan rincian sebagai berikut. Akumulasi
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pergeseran perpindahan perolehan suara partai dan suara calon jumlah
TPS yang tertera 37 TPS (...)

KETUA: SUHARTOYO [01:49:46]
Ya, sudah tadi. 37 dan suaranya akumulasinya 395, kan?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IDEN [01:49:51]

395, ya.
KETUA: SUHARTOYO [01:49:52]
Sudah.

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IDEN [01:49:53]

Rincian perselisihan suara Partai Gerindra dan suara calon nomor
urut (...)

KETUA: SUHARTOYO [01:49:55]

Ya, sudah, akumulasinya saja. Dari 37 TPS itu terakumulasi 395
suara, ya?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IDEN [01:50:03]

Ya.
KETUA: SUHARTOYO [01:50:04]
Desa Telaga Asin atau Telaga Asih?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IDEN [01:50:06]

Kelurahan Telaga Asih.
KETUA: SUHARTOYO [01:50:07]

Oke. Nur Yusuf.
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SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: NUR YUSUF [01:50:13]

Ya, Yang Mulia.

Izin, Yang Mulia. Saya PPS dari Desa Telajung akan membacakan
adanya pergeseran suara dari suara partai ke suara calon, vyaitu
sebanyak 198 suara yang terjadi di 61 TPS dari jumlah TPS 68, yaitu TPS
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12 (...)

KETUA: SUHARTOYO [01:50:45]

Berapa TPS, Pak?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: NUR YUSUF [01:50:46]

Ya.
KETUA: SUHARTOYO [01:50:46]
Berapa TPS?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: NUR YUSUF [01:50:47]

61, Pak.
KETUA: SUHARTOYO [01:50:48]
61.

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: NUR YUSUF [01:50:49]

Dari jumlah 68, 68 TPS (...)
KETUA: SUHARTOYO [01:50:54]
Di (...)

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: NUR YUSUF [01:50:54]

Yang ada di Desa Telajung.
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KETUA: SUHARTOYO [01:50:55]
Oh. Berapa akumulasi suaranya?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: NUR YUSUF [01:50:59]

Akumulasi suara yang dipindahkan dari suara partai ke caleg ...
salah satu caleg, yaitu 198.

KETUA: SUHARTOYO [01:51:07]
Gerindra juga ini?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: NUR YUSUF [01:51:07]

Ya, sama, Ketua.
KETUA: SUHARTOYO [01:51:11]
Oke.

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: NUR YUSUF [01:51:12]

Terima kasih.
KETUA: SUHARTOYO [01:51:13]
Pak Rahmat, itu yang kertas itu bisa diserahkan ke Hakim tidak?

SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:51:22]

Bisa, Yang Mulia.
KETUA: SUHARTOYO [01:51:28]

Dari Pemohon tidak ada betul itu, bagaimana itu? Koordinasi itu

(...)
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN
[01:51:35]

Mohon izin, Yang Mulia. Dari kami sudah ada Bukti di P-340, Yang
Mulia. Mengenai saran perbaikan dari Bawaslu, Yang Mulia. Yang
ditujukan kepada PPK.

KETUA: SUHARTOYO [01:51:47]

P-3407?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN
[01:51:48]

P-340, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [01:51:49]

Sama dengan itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN
[01:51:51]

Dan 3 ... P-340 dan P-341, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [01:51:53]

Sama dengan itu? Dengan yang dibawa Pak Rahmat itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN
[01:51:58]

Bukan, Yang Mulia. Tapi ini hanya perintah dari Bawaslu, Yang
Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [01:52:03]

340, 341, dan ... dari Ihsan ... oh, ini dari Termohon, sebentar
nanti ahlinya. Hanya Pak Bongsu, ya?



903.

904.

905.

906.

907.

908.

909.

910.

911.

110

SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [01:52:24]

Ya, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [01:52:25]

Apa yang mau disampaikan, Pak Bongsu?

SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [01:52:36]

Bismillahirrahmanirrahim.  Assalamualaikum  wr. wb. Izin
memperkenalkan diri, nama saya Bongsu Saputra. Saya warga
Indonesia.

Terkait rekapitulasi tingkat Kecamatan Cikarang Barat, kebetulan,
Majelis, saya sebagai ketua PPK. Saya menjalankan rekapitulasi hasil
perhitungan suara mulai dari awal sampai akhir, itu saya ... apa ...
melakukan dengan mendasari PKPU. Jadi kita itu, cara ... apa ... cara kita
merekapitulasi itu, C.Hasil itu kita tempelin, Pak, di papan tulis.

KETUA: SUHARTOYO [01:53:18]

Enggak, artinya selama proses penghitungan suara di tempat
Bapak itu selaku PPK, tidak ada persoalan?

SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [01:53:27]
Kalau persoalan yang tadi bicara kerusuhan memang ada.
KETUA: SUHARTOYO [01:53:30]
Ada.
SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [01:53:30]
Cuma dari par (...)
KETUA: SUHARTOYO [01:53:31]
Bapak di PPK mana?
SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [01:53:33]

Saya Cikarang Barat, Pak.
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KETUA: SUHARTOYO [01:53:34]
Cikarang Barat. Apa ... bentuk kerusuhannya apa?
SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [01:53:39]
Minta pencermatan, Pak.
KETUA: SUHARTOYO [01:53:40]
Baik.
SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [01:53:41]

He eh. Cuma ini hanya 2 saksi partai, dari Partai Buruh sama
Partai PBB. Nah (...)

KETUA: SUHARTOYO [01:53:49]
Yang minta pencermatan itu?
SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [01:53:51]

Ya, tapi kan masih berjalan pleno, gitu. Jadi teman-teman saksi
yang lain merasa ... apa ... karena forum kan saya lempar, Pak.

KETUA: SUHARTOYO [01:54:02]

Merasa apa? Belum selesai?

SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [01:54:04]

Maksudnya karena belum selesai kan saya lempar ke forum.
“Gimana, forum mau kita cermati sekarang, apa dilanjut dulu?”. Yang
lain minta dilanjut, gitu. Jadi yang dua saksi ini tidak terima dengan
keputusan yang saya lakukan, Pak. Saya melakukan bahwasannya, saya
lanjut. Saya ketok palu, saya lanjutkan.

KETUA: SUHARTOYO [01:54:23]

Lanjutkan.
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SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [01:54:25]

Dia chaos, gitu. Langsung diamanin sama pihak kepolisian lalu
dibawa dan diusir, Pak.

KETUA: SUHARTOYO [01:54:32]
Kalau yang sampai ke paman ... panwas tadi?
SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [01:54:39]

Kalau panwas itu hanya statement saja sih, Pak. Dia enggak ...
apa ... enggak bicara yang lain.

KETUA: SUHARTOYO [01:54:47]
Tidak ada rekomendasi dari panwas?

SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [01:54:49]
Tidak ada.

KETUA: SUHARTOYO [01:54:56]

Oke, jadi yang disampaikan Saksi Rahmat tadi sama dengan P-
340. Memang bukan rekomendasi, sih.

SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [01:55:07]
Lanjut, Pak? Apa selesai?

KETUA: SUHARTOYO [01:55:09]
Apa yang mau ditambahkan?

SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA
Kenapa?

KETUA: SUHARTOYO [01:55:12]

Yang mau ditambahkan apa?
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SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [01:55:15]

Mungkin itu dulu. Nanti saya tunggu pertanyaan dari Pak Majelis.
KETUA: SUHARTOYO [01:55:18]

Kok tadi masih mau nambah itu?
SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [01:55:20]

Kirain, Pak, maaf.
KETUA: SUHARTOYO [01:55:21]

Begitu disur